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RINGKASAN

Peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah
pentingdan strategis karena hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai
kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank, maka hal ini membuktikan bahwa
lembaga perbankan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi
nasional disuatu negara. Bank menjadi fungsi utama dalam perbankan. Bank
merupakan suatu lembaga kepercayaan yang memiliki fungsi sebagai lembaga
penengah yang dapat membantu kelancaran sistem pembayaran, serta merupakan
lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.Bank
diharuskan untuk memperhatikan serta mempertimbangkan kepuasan dari nasabah,
disamping memperhatikan pencapaian keuntungan maksimal. Masalah yang sering
dihadapi yakni ketidakmampuan memberikan kepuasan maksimal yang benar-benar
diharapkan oleh nasabah. Faktor utama dari ketidakpuasan tersebut berasal dari
pelayanan yang kurang berkualitas dari pihak bank. Peran pelayanan lebih efektif
dalam meningkatkan keuntungan atau laba, dibandingkan dengan faktor promosi
ataupun pengiklanan.

Perbankan di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan. Sesuai dengan
tujuan Perbankan seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang
Perbankan yakni untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka
meningkatkan tiga hal yaitu pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas
nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Tujuan perbankan tersebut
akan berhasil apabila didukung oleh sistem perbankan yang sehat dan stabil.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,
prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang
dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis-
normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah
atau norma-norma dalam hukum positif.Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji
berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-
peraturan serta literatur-literatur berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan
dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Pengertian perbankan dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perbankan, yakni perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut
tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses
dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Hasil dari pembahasan dalam skripsi ini adalah bahwa menggunakan jasa
transaksi melalui mesin ATM sebagai salah satu bentuk penerapan teknologi
memiliki berbagai resiko seperti kesalahan pada sistem mesin ATM yang harus
dialami nasabah dikemudian hari. Kesalahan sistem mesin ATM sebagai salah satu
bentuk kelalaian yang dilakukan oleh bank sebagai penyelenggara layanan jasa maka
wajib untuk bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh nasabah dengan
memberikan ganti kerugian sesuai dengan saldo nasabah yang terpotong.Upaya
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penyelesaian sengketa merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah apabila
terjadi sengketa dengan pihak bank sebagai bentuk perlindungan hukum bagi
nasabah. Bank sebagai penyelenggara jasa wajib untuk memberikan informasi
sejelas-jelasnya terkait informasi jasa perbankan.

Kesimpulan dari skripsi ini bahwa terkait dengan tanggungjawab yang dapat
dilakukan bank kepada nasabahnya yang mengalami kerugian saldo terpotong akibat
kesalahan pada sistem mesin ATM. Maka berdasarkan Undang-Undang Perbankan
pasal 37 b, bahwa bank wajib untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan pada
bank yang bersangkutan serta berdasakan pasal 1250 KUHPerdata, bahwa didalam
perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian
biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaanya. Yang
kedua adalah upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh nasabah yang
mengalami  kerugian yakni berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor
7/7/PBI/2005 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah pasal 6 ayat (2), bahwa
nasabah dapat mengajukan pengaduan melalui 2 (dua) cara yaitu secara lisan dan
tertulis. Jika tidak terselesaikan, maka berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor:
8/5/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
10/1/PB1/2008 tentang Mediasi Perbankan, dapat diselesaikan melalui jalur mediasi
perbankan. Jika belum terelesaikan melalui mediasi perbankan, maka pihak nasabah
dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi di pengadilan
negeri setempat. Pihak nasabah yang masih belum puas atas penyelesain melalui jalur
non litigasi dapat mengajukan penyelesaian sengeketa ke jalur litigasi.

Saran yang diberikan penulis yaitu kepada tiga pihak yaitu nasabah, bank
serta pemerintah. Kepada nasabah penulis menyarankan untuk seharusnya nasabah
harus memperhatikan dan mencari setiap informasi yang diberikan oleh pihak bank
terkait dengan jasa perbankan yang digunakannya agar lebih memahami dan mengerti
untuk mengambil keputusan apabila terjadi sengketa dengan pihak bank. Kepada
pihak bank, Bank harus memberikan pengawasan terhadap setiap produk jasa
perbankan yang ditawarkan ataupun digunakan oleh nasabah.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi negara ialah suatu proses yang berkesinambungan
menuju kondisi yang lebih baik dalam suatu masa tertentu. Pertumbuhan ekonomi
yang pesat merupakan salah satu faktor yang menjadi kesuksesan pembangunan suatu
negara. Salah satu faktor penentu yang menyangkut pertumbuhan ekonomi yang pesat
salah satunya adalah sektor perbankan disuatu negara. Dalam sektor perbankan,
kondisi kesehatan suatu bank menjadi hal yang penting. Jika sektor perbankan
mengalami keruntuhan akibat kinerja dari pihak bank yang tidak sehat maka akan
berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara sebab penilaian kesehatan suatu
bank menjadi sangat penting karena bank mengelola dana masyarakat yang telah
dipercayakan kepadanya.!

Peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah
penting dan strategis karena hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai
kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank, maka hal ini membuktikan bahwa
lembaga perbankan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi
nasional disuatu negara.? Saat ini dan dimasa yang akan datang kita tidak akan dapat
lepas dari dunia perbankan jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik
perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan.® Kesehatan suatu bank
serta pelayanannya menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk menaruh dan
menyimpan dananya di bank tersebut.

Perbankan Di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perbankan selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan. Sesuai
dengan tujuan Perbankan seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 4 Undang-

Undang Perbankan yakni untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional

!Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) HIm: 46
2 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007) HIim: 1
3 Kasmir, Op.cit, HIm: 3
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stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Tujuan
perbankan tersebut akan berhasil apabila didukung oleh sistem perbankan yang sehat
dan stabil.

Bank menjadi fungsi utama dalam perbankan. Bank merupakan suatu lembaga
kepercayaan yang memiliki fungsi sebagai lembaga penengah yang dapat membantu
kelancaran sistem pembayaran, serta merupakan lembaga yang menjadi sarana dalam
pelaksanaan kebijakan pemerintah.* Bank yang sehat merupakan faktor dari suatu
perekonomian negara yang sehat. Seperti yang tercantum pasal 29 ayat (2) Undang-
Undang Perbankan, yaitu:

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan

ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen,

likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang beerhubungan
dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai
dengan prinsip kehati-hatian.”

Cara mewujudkan bank yang sehat maka diperlukan pengaturan dan
pengawasan terhadap bank secara maksimal. Suatu kebijakan yang dibuat dalam
suatu bank serta dilaksanakan oleh bank tersebut, pada dasarnya merupakan bagian
dari upaya untuk menciptakan, menjaga serta memelihara sistem perbankan yang
sehat.®

Sistem perbankan memiliki suatu layanan yang mana dapat mempermudah
transaksi, seperti penarikan tunai, pembayaran tagihan-tagihan pentransferan uang,
dan lain-lain yaitu melalui layanan dari bank yang disebut ATM. ATM adalah
singkatan dari Anjungan Tunai Mandiri atau dalam bahasa Inggris disebut Automated
Teller Machine. Selanjutnya dalam proposal skripsi ini disebut ATM. ATM berfungsi
sebagai sarana dalam mepermudah kelangsungan sistem pembayaran dandijadikan
sebagai suatu bentuk perkembangan dalam sistem pembayaran yang dapat
memenangkan hati para nasabah dengan berbagai macam fungsi kualitas yang
memiliki daya tarik tersendiri.

4Suseno dan Piter Abdullah, Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia, (Jakarta: Pusat
Pendidikan dan Studi Kebanksentralan PPSK, 2004) Him: 135
SIbid
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dalam rangka meningkatkan tiga hal yaitu pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan

Bank diharuskan untuk memperhatikan serta mempertimbangkan kepuasan
dari nasabah, disamping memperhatikan pencapaian keuntungan maksimal. Masalah
yang sering dihadapi yakni ketidakmampuan memberikan kepuasan maksimal yang
benar-benar diharapkan oleh nasabah. Faktor utama dari ketidakpuasan tersebut
berasal dari pelayanan yang kurang berkualitas dari pihak bank. Peran pelayanan
lebih efektif dalam meningkatkan keuntungan atau laba, dibandingkan dengan faktor
promosi ataupun pengiklanan. Oleh karena itu, pelayanan nasabah ini diterapkan oleh
bank untuk kepuasan para nasabah.

Perkembangan teknologi informasi mengakibatkan sistem komputerisasi
menggunakan mesin ini digunakan disegala bidang, salah satunya dalam dunia
perbankan. Dalam perbankan hal ini membantu tugas suatu bank dalam lalu lintas
pembayaran. Dengan tersedianya penggunaan sistem tersebut dalam suatu bank,
maka juga menyediakan fasilitas berbasis komputer. Selain memberikan pelayanan
tersebut, sistem ini digunakan juga sebagai bentuk persaingan usaha antar bank yang
memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi suatu negara.

Wujud dari fasilitas komputerisasi adalah layanan ATM. Sebuah layanan pasti
memiliki kelebihan serta kekurangan. Kelebihan dari sistem ATM vyaitu dengan
mempermudah kita untuk membawa uang tunai dengan jumlah banyak kemanapun
serta kita dapat dengan cepat melakukan pentransferan uang kepada orang lain. Selain
kelebihan dari ATM, disisi lain terdapat kekurangan dari ATM yang masih sering
menimbulkan kerugian dan berbagai masalah. Salah satu masalah yang sering kita
temui dan masih sering terjadi sampai saat ini adalah kesalahan yang terjadi pada
sistem mesin ATM.

Kesalahan pada sistem mesin ATM masih sering terjadi serta penanganan
yang masih kurang baik dari pihak bank. Seperti sebuah kasus yang saya temukan
melalui berita online.® Lokasinya di Jakarta, Adi, seorang nasabah suatu Bank,

melakukan penarikan uang tunai sebanyak dua kali melalui mesin ATM yang berbeda

bhttps://m.detik.com/news/suara-pembaca/3460766/tarik-tunai-atm-uang-tidak-keluar-saldo-
terpotong diakses pada tanggal 20 September 2017 diakses 11.24 WIB



https://m.detik.com/news/suara-pembaca/3460766/tarik-tunai-atm-uang-tidak-keluar-saldo-terpotong
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sebesar Rp. 2.000.000,- Setelah meginput nominal yang diinginkan, dilayar mesin
ATM menampilkan bahwa transaksi tidak dapat diproses. Kemudian Adi berinisiatif
untuk pindah kemesin ATM yang berada disebelahnya, yang mana transaksi berhasil
dan uang keluar seperti biasanya. Tiga hari kemudian, Adi melakukan pengecekan
saldo ATM-nya melalui layanan internet banking dan menemukan bahwa saldonya
terpotong sebanyak Rp. 2.000.000,-. Atas kejadian tersebut Adi menghubungi pihak
bank dan melakukan pengaduan. Pihak bank menyatakan telah mencatat pengaduan
nasabah tersebut, namun pengaduan dari Adi tidak mendapat tanggapan dari pihak
bank. Penarikan uang yang dilakukan sebanyak dua kali oleh nasabah melalui mesin
ATM vyang berbeda dapat menimbulkan kerugian kepada nasabah. Kerugian yang
terjadi tersebut bukan merupakan kesalahan atau kelalaian dari nasabah, melainkan
kesalahan dan kelalaian dari pihak bank yang menyebabkan terpotongnya saldo
nasabah secara tiba-tiba.

Akibat kesalahan dari sistem mesin ATM tersebut nasabah melakukan
penarikan uang sebanyak dua kali karena yang pertama tidak berhasil dan yang kedua
berhasil dan ini mengakibatkan nasabah mengalami suatu kerugian yakni saldonya
terpotong meski uang tersebut tidak keluar. Hal ini bertentangan dengan prinsip
kehati-hatian bank serta ketentuan-ketentuan perbankan juga perlindungan pada
nasabah atas dana yang disimpannya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka
penulis memilih judul yaitu: TANGGUNG JAWAB BANK ATAS SALDO
TERPOTONG AKIBAT KESALAHAN PADA SISTEM MESIN ATM.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apatanggung jawab dari pihak bank kepada nasabah yang mengalami
kerugian berupa saldo yang terpotong akibat kesalahan pada sistem mesin
ATM ?

2. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh nasabah apabila
mengalami kerugian atas saldo terpotong akibat kesalahan pada sistem mesin
ATM?
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas untuk mencapai tujuan yang diharapkan,
maka tujuan dari penulisan proposal skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua), meliputi

tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum:
Tujuan umum penulisan proposal ini, yaitu:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Jember,

2. Memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat pada

umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus:
Tujuan khusus penulisan proposal ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk pertanggung jawaban
yang diberikan pihak bank kepada nasabahnya yang mengalal
kerugian akibat kesalahan pada sistem mesin ATM

2. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat
ditempuh oleh nasabah apabila saldonya terpotong akibat kesalahan

pada sistem mesin ATM.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan suatu karya ilmiah atau skripsi di dalamnya digunakan metode
tertentu yang sistematis serta terarah guna mendapatkan hasil pemecahan dan
kesimpulan yang mempunyai nilai validitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Metode penelitian hukum adalah cara yang digunakan dalam ilmu hukum untuk
menemukan kebenaran hukum. Untuk itu metode yang digunakan harus tepat karena

metode penelitian merupakan faktor penting dalam melakukan suatu penelitian.
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1.4.1 Tipe penelitian

Penelitian Hukum merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan isu
hukum yang dihadapi.” Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan
aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab
isu_hukum prinsip-prinsip hukum yang dihadapi.8Tipe penelitian yang digunakan
dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif, yaitu penelitian yang difokuskan
untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.
Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat
formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berisi
konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam

penulisan skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Penelitian
Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yakni:®

a. Pendekatan Perundang-undangan (statue approach) dilakukan dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan
isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan
dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun
penelitian hukum untuk kepentingan akademis. Untuk kepentingan
akademis dalam ruang lingkup dogmatik hukum mutlak menggunakan
pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dalam
penelitian hukum untuk kepentingan akademis dilakukan untuk mencari
ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang.

b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) merupakan pendekatan yang
dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal

itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk

"Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2016) HIm: 60

8lbid, HIm: 59

® Dyah Octorina Susanti dan Aan Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), (Jakarta: Sinar
Grafika, 2014) HIm: 110
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masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual
peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam
pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.

c. Pendekatan Kasus (case approach) yaitu pendekatan yang menggunakan
putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang
digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pada
saat membahas putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer telah
dikatakan bahwa yang memiliki kekuatan hukum adalah bagian ratio
decidend '%i-nya, sehingga dalam pendekatan kasus yang perlu dipahami
peneliti adalah ratio decendi tersebut. Menurut Peter Mahmud Marzuki,
kegunaan pendekatan kasus bukan saja karena ratio decidendi-nya adalah
penafsiran atau penghalusan hukum, melainkan juga dalam hal undang-
undang tidak mengaturnya.

d. Pendekatan Historis (historical approach) yaitu pendekatan yang dilakukan
dengan tujuan untuk “finding out the previous law in order to understand
the reasons behind the existing law and the course of evolution.”
Pendekatan historis bertujuan untuk mencari aturan hukum dari waktu ke
waktu dalam rangka memahami filosofi aturan hukum tersebut dan
mempelajari perkembangan aturan hukum tersebut.

e. Pendekatan Perbandingan (comparative approach) adalah pendekatan
dengan melakukan perbandingan hukum. Pendekatan perbandingan hukum
dilakukan dengan tujuan untu'- “finding out what the law is in other
countries, and considering whether it can be adapted, with or without
modifications law lead to law reforms or development of law.”

Perbandingan hukum dilakukan dengan membandingkan undang-undang

satu Negara dengan undnag-undang Negara lain atau putusan hakim satu

Negara dengan Negara lain mengenai perkara yang sama. Perbandingan

YRatio Decidendi adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai
kepada putusan-putusannya. Lihat Peter Mahmud Marzuki, Opcit, HIm: 158
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hukum dapat juga membandingkan undang-undang yang sekarang berlaku
dengan undang-undang yang pernah berlaku pada masa lalu.

Berdasarkan adanya pendekatan tersebut, peneliti akan memperoleh informasi
dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.
Dalam skripsi ini pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan Undang-Undang
(statueapproach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Pendekatan
Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi
yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Kemudian hasil yang
didapatkan merupakan argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, dalam
hal ini yaitu mencari dengan menginventarisir peraturan atau undang-undang terkait
solusi atas pertanggung jawaban dari bank apabila nasabahnya mengalami kerugian
akibat kesalahan pada sistem mesin ATM. Selanjutnya yaitu menggunakan
pendekatan Konseptual. Dalam hal ini yaitu mencari dengan menginventarisir buku-
buku maupun literature terkait dengan solusi atas permasalahan penyelesaian atau
upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah apabila mengalami kerugian atas
penarikan ganda akibat kesalahan pada sistem mesin ATM.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan
hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang
diketengahkan, Guna memecahkan isu hunum yang dihadapi digunakan bahan hukum
sebagai sumber penelitian hukum.! Bahan Hukum dalam penulisan skripsi dapat
dibedakan menjadi bahan hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-
bahan hukum sekunder untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan
preskripsi mengenai apa Yyang seyogyanya. Penelitian hukum juga dapat
menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu.Pada penelitian
skripsi, peneliti menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

bahan hukum non hukum.

11 Dyah Octorina Susanti dan A’an Efendi, Op.Cit, HIm: 48
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1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif

artinya merupakan otoritas.Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan

dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi

ini terdiri dari:

1.
2.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3472)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3790)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 N ~or 251, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5952)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI1/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan
Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17
DPNP/DPbS/DPBPR, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4476)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI1/2008 perubahan atas Peraturan Bank
Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 38
DPNP/UKMI/DPbS/DKPU, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4824)
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8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor DPNP/DPbS/DPBPR,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor)

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan
merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi skripsi,
tesis, serta desertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum offline maupun online.
Disamping itu juga, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan
pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang

dibahas sehingga peneliti dapat meneliti dengan tepat.*2
1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan penunjang bagi bahan hukum primer dan
sekunder, bahan yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan.Penggunaan bahan
penelitian non hukum adalah bersifat fakultatif dan guna untuk memperkuat argument
peneliti. Akan tetapi, penggunaan bahan penelitian non hukum tidak boleh sangat
dominan, karena akan mengurangi makna penelitiannya sebagai penelitian hukum.
Adapun bahan non hukum ini dapat berupa informasi yang diperoleh melalui internet,
kamus, ataupun wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan

yang sedang dikaji.

1.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam skripsi ini adalah dengan metode deskriptif
normatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat tentang
permasalahan tidak didasarkan pada bilangan statistik melainkan pada analitis yang
diuji dengan norma-norma dan kaidah hukum yang terkait dengan masalah yang
dibahas.

12 peter Mahmud Marzuki, Op.cit, HIm: 195
13 Dyah Octorina Susanti dan A’an Efendi, Op.cit, HIm: 109
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Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam melakukan penelitian hukum

dilakukan langkah-langkah:*

1.

2.

Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak
relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum
yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-
bahan yang telah dikumpulkan;

Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu
hukum; dan

Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah
dibangun di dalam kesimpulan.

Selanjutnya untuk menarik kesimptilan terhadap analitis bahan hukum

dalam skripsi ini dilakukan dengan metode deduktif. Penggunaan metode ini

berpangkal dari pengajuan premis mayor (umum) kemudian diajukan premis

minor (khusus). Kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.'® Atau

dengan kata lain metode deduktif adalah proses penarikan kesimpulan yang

dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum

menuju permasalahan yang bersifat khusus.

14 peter Mahmud Marzuki, Op.cit, HIm: 213
1bid. HIm 47.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanggung Jawab Hukum
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah,
keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut,

dipersalahakan, diperkarakan, dan sebagainya. °

Tanggung jawab merupakan
perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran akan tingkah laku atau perbuatan baik
yang disengaja maupun tidak disengaja, juga berarti berbuat sebagai perwujudan akan
suatu kewajiban yang secara teoritis pertanggungjawaban tersebut terkait adanya
suatu hubungan hukum yang mana timbul antara pihak yang menuntut sebuah
pertanggungjawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab atas apa
yang dilakukannya.’

Tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam
penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan
kewajibannya, maka dari itu setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak
baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai
yang didasari  dengan  pertanggungjawaban  demikian  juga  dengan
kekuasaan. ¥ Menurut hukum Perdata didalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, setiap perbuatan melanggar hukum dan membawa dampak kerugian
bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena
kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.Dengan demikian maka pihak yang
menimbulkan kerugian tersebut wajib bertanggungjawab dengan memberikan ganti

rugi.

16 Kamus Besar Bahasa Indonesia

7 1bid

Bhttps://text-id.123dok.com/document/Ig5wjlwrg-pengertian-tanggung-jawab-tanggung-
jawab-bank.html diakses pada tanggal 26 Oktober 2017 pukul 12.31 WIB

12
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2.1.2 Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab
Ada 4 bentuk tanggung jawab berdasarkan 4 (empat) prinsip, yaitu:*®

1. Tanggung Jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault)
adalah bahwa seseorang diminta untuk bertanggungjawab dalam hukum
jika terdapat suatu unsur kesalahan yang telah dilakukannya.

2. Praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability
principle) yaitu bahwa tergugat akan tetap dimintai pertanggung jawaban
sampai dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah karena ada
kemungkinan tergugat akan membebaskan diri dari tanggung jawab
dengan membuktikan bahwa semua tindakan yang dilakukannya adalah
untuk menghindar dari kerugian. Jadi, tergugat diminta untuk selalu
bertanggungjawab sampai dapat membuktikan dirinya tidak bersalah.?°

3. Praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption nonliability
principle) yaitu bahwa seorang pelaku usaha tidak dapat dimintai
pertanggun jawabannya tetapi konsumenlah yang harus menanggung
segala resiko. Teori ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen
yang terbatas

4. Tanggung jawab mutlak (strict liability), merupakan tanggung jawab yang
berlawanan dari tanggung jawab absolut (absolute liability). Para ahli
menyatakan bahwa strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang
menetapkan kesalahan sebagai faktor yang menentukan?!. Strict liability
merupakan bentuk tanggung jawab yang dapat merugikan konsumen
karena ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha dengan membatasi maksimal

tanggung jawab yang dapat dilakukannya.

19 Dian Karlina Wulandari, 2014, Tanggung Jawab Hukum Atas Perbuatan Bidan Yang
Mengakibatkan Kerugian Pada Diri Pasien, Skripsi, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember,
Him: 14

20 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
Him: 94

Zhttp://digilib.unila.ac.id/11233/2/BAB%2011.pdf diakses pada tanggal 28 oktober 2017pukul
11.02 wWIB
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5. Tanggung Jawab dengan Pembatasan (limitation of liability principle)
merupakan bentukt anggung jawab sangat disukai oleh para pelaku usaha
karena dicantumkan dalam klausul eksonerasi dalam perjanjian standar
yang telah dibuat.??

Tanggung jawab muncul karena adanya hubungan antara produsen dan
konsumen dalam hal ini yaitu bank dan nasabahnya. Didalam hukum perdata,
tanggung jawab dilakukan oleh seseorang atas perbuatannya yang melawan hukum
tidak hanya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku melainkan juga
bertentangan dengan undang-undang dan ketentuan-ketentuan lain serta peraturan-
peraturan yang tidak tertulis lainnya dengan tujuan untuk memberikan ganti rugi
terhadap nasabah yang mengalami kerugian.

2.2 Perbankan

2.2.1 Pengertian Bank dan Perbankan

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang
perseorangan, badan-badan usaha milik swasta, badan-badan usaha milik Negara,
bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya
melalui kegiatan pengkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani
kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua
sektor perekonomian.? Di Indonesia masalah terkait dengan perbankan diatur dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dibentuknya suatu peraturan
dalam industri perbankan tentunya memiliki tujuan, menurut Lash sesuai yang
tercantum dalam jurnal, tujuan dari dibentuknya peraturan dalam industri perbankan

adalah menjaga keamanan bank, memungkinkan iklim kompetisi, pemberian kredit,

2|bid, HIm: 97
BHermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011). HIm: 7
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perlindungan terhadap nasabah, serta menciptakan suasana yang kondusif pagi
pengambilan kebijakkan moneter.?*

Perbankan memiki fungsi yang penting dalam suatu perekonomian disuatu
negara. Perbankan memiliki fungsi intermediasi, yaitu sebagai penghimpun dana dari
masyarakat dan menyalurkannya secara efektif serta efisien yang bertujuan untuk
menggerakan pembangunan serta keseimbangan perekonomian suatu negara, yang
mana bank menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan pada asas kepercayaan

dari masyarakat.?

Pengertian Bank menurut G.M Verryn Stuart yang tertuang dalam buku
Malayu S.P Hasibuan, 2005, yakni:

“Bank is a company who satisfied other people by giving a credit with
the money they accept as gamble to the other eventhough they should
supply the new money, Bank adalah badan usaha yang wujudnya
memuaskan keperluan orang lain, dengan mengeluarkan kredit berupa
uang yang diterimanya dari orang lain sekalipun dengan jalan
mengeluarkan uang baru logam atau kertas”?®

Pengertian Bank menurut B.N Ajuha yang tertuang dalam buku Malayu S.P
Hasibuan, 2005, yakni:

“Bank provided means by which capital is transferred from those who

can not use it profitabnle to those who can use it productively for the
society as whole. Bank provided which channel to invest without any

risk and at a good rate of interest, Bank mrnyalurkan modal dari
mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada
mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan
masyarakat. Bank juga berart saluran untuk menginvestasikan
tabungan secara aman dan dengan tingkat bunga yang menarik.”?’

Berkaitan dengan pengertian Bank dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang
Perbankan merumuskan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

24 Hikmahanto Juwana, 1998, Analisa Ekonomi Hukum Perbankan, Vol.1-3 Tahun XXVIII
Januari-Juni, HIm: 88

25 Murdiat A, 2013, Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Elektronik Banking Dalam
Sistem Hukum Indonesia, Vol.I/No.1/April-Juni/2013, HIm: 61

% Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) HIm: 2

bid
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bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup
rakyat banyak. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut bank merupakan suatu
badan usaha yang menjalankan kegiatannya dengan menghimpun dana dari
masyarakat serta menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan
dalam bentuk kredit serta juga menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sehat
dan tidaknya suatu bank dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Krisis
kepercayaan masyarakat dapat mengakibatkan penarikan dana secara bersama-sama
dan besar-besaran, dapat dipastikan bank yang mengalami hal tersebut akan
mengalami kerugian yang besar bahkan dapat mengakibatkan kehancuran dan
kebangkrutan. Masyarakat yang menyimpan dana di bank biasanya kurang mendapat
informasi mengenai kuangan dan kondisi bank.

Definisi Perbankan berbeda dengan bank. Perbankan merupakan segala
sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan serta cara dan proses
dalam melaksanakan kegiatan usahanya, maka dapat dikatakan bahwa sistem
perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya
secara keseluruhan.?,

Pengertian Hukum Perbankan adalah suatu aturan hukum yang mengatur hal-
hal yang menyangkut tentang bank, baik mengenai kelembagaan, kegiatan usaha,
serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha bank. Dalam hukum perbankan
memuat aturan hukum, asas-asas hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang
mengatur segala se’suatu tentang Bank. Menurut Muhammad Djumhana dalam
bukunya, menyatakan Hukum Perbankan merupakan sekumpulan peraturan hukum
yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat
dari segi esensi dan eksestensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang

lain.?

2Uswatun Hasanah, Hukum Perbankan, (Malang: Setara Press, 2017)HIm: 20
ZMuhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
2003) Him:1
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Menurut pendapat Munir Fuady yang tertuang dalam buku Djoni Gazali dan
Rachmadi Usman, 2012 menyatakan,

“Hukum Perbankan merupakan seperangkat kaidah hukum dalam
bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan
lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan
sebagai lembaga dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu
yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya,
hak, kewajiban, tugas para pihak yang tersangkut dengan bisnis
perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank,
eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia
perbankan.”%

2.2.2 Asas dan Tujuan Perbankan

Mempelajari norma hukum, kita harus mengetahui bahwasannya norma itu di
latar belakangi dengan asas hukum. Dengan demikian, asas hukum merupakan dasar
atau ratio legis dalam dibentuknya norma hukum. Maka sebaliknya, norma hukum
harus dapat untuk dikembalikan kepada asas hukumnya, agar norma hukum tersebut
tidak bertentangan dengan asas hukumnya. Ada 4 asas dalam melaksanakan kegiatan

perbankan antara bank dengan nasabahnya yaitu:

1. Asas Demokrasi Ekonomi

Perbankan Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya berdasar atas
demokrasi ekonomi karena perbankan merupakan sektor perekonomian yang
menyangkut kemakmuran dan hajat hidup orang banyak, hal ini sesuai dengan
pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang
Perbankan, perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan pada
demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi
ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945.

%Djoni. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
Him: 1
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Prinsip kehatian-hatian harus dijalanan oleh suatu bank serta orang-orang
yang terlibat didalamnya yaitu terutama dalam membuat kebijaksanaan dan
menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya
masing-masing secara cermat, teliti dan professional sehingga memperoleh
kepercayaan masyarakat.3! Selain itu, bank dalam membuat kebijaksanaan dan
menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan
perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad
baik.

2. Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle)

Asas kepercayaan merupakan asas yang menjadi dasar bagi hubungan antara
bank dengan nasabahnya artinya nasabah bersedia untuk menaruh dan
menyimpan dananya disuatu bank, apabila nasabah percaya kepada bank
tersebut dan bank mampu membayar dana, apabila dana tersebut ditagih oleh
nasabah.3?

3. Asas Kerahasiaan (Confidential Principle)

Asas Kerahasiaan adalah asas yang mewajibkan bank untuk merahasiakan
informasi mengenai nasabah serta simpanannya maka dengan demikian dapat
mencerminkan bahwa hubungan antrara bank dengan nasabahnya dilandasi dengan
asas kerahasiaan.® Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Perbankan, membahas
mengenai kerahasiaan informasi mengenai nasabah serta hal-hal yang dikecualikan
seperti untuk kepentingan perpajakan, perkara pidana dan perkara perdata antara
bank dengan nasabahnya.

4. Asas Kehati-hatian (Prudential Principle)

Asas Kehatian-hatian merupakan asas yang menyatakan bahwa didalam
menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya bank wajib untuk menerapkan prinsip
kehati-hatian demi melindungi kepentingan nasabahnya. Disebutkan dalam Pasal 2

$1Uswatun Hasanah, Op.cit, HIm: 22

$2Ronny Sautma Hotma Bako, Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan
dan Deposito, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995) Him: 40

33, 1bid, HIm: 46
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Undang-Undang Perbankan, dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank harus
sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang bertujuan agar bank selalu dalam keadaan
sehat serta menghindari terjadinya kerugian yang dapat diderita oleh nasabah
sehingga bank dapat menjalankan kegiatan usahanya yang sesuai dengan norma-
norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan dan dapat meciptakan sistem
perbankan yang sehat dan efisien serta bermanfaat bagi perkembangan ekonomi
nasional.®*

Tujuan dari suatu perbankan adalah tujuan yang memiliki strategi dan tidak
hanya berorientasi dibidang ekonomis serta berpengaruh pada stabilitas nasional
suatu negara. Tujuan perbankan tertcantum di dalam pasal 4 Undang-Undang
Perbankan berbunyi: “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan
pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan
ekonomi suatu negara, stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat
banyak”. Selain itu, adanya suatu tujuan perbankan maka memerlukan adanya suatu
hukum yang mengatur tentang perbankan yakni hukum perbankan yang berguna
untuk menjaga keamanan dan kesehatan bank dengan baik serta sekaligus kesehatan
sistem keuangan nasional secara keseluruhan sehingga kegiatan industri perbankan
nasional diharapkan akan dapat melaksanakan praktik-praktik perbankan yang sehat
dan mampu bersaing secara sehat diantara sesama dalam kegiatan industri perbankan
nasional.

Menurut pendapat Heru Soepraptomo sesuai yang tertuang dalam buku Djoni
Gazali dan Rachmadi Usman, 2012 menyatakan,

“Pengaturan secara normatif kegiatan industri perbankan nasional ini,
juga hendak melindungi dan menjamin keamanan nasabah serta
terhindarnya nasabah dan praktik-praktik perbankan yang tidak sehat,
yang kalau tidak diatur secara normatif pada gilirannya akan dapat
merugikan masyarakat banyak serta sekaligus menganggu sistem
keuangan nasional secara keseluruhan.”3®

34 1bid, HIm: 50
% Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, Op.cit, HIm: 18
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Fungsi dari Bank pada umumnya adalah menghimpun dana dan menyalurkan
dana kepada masyarakat yang kekurangan dana. Bank, sebagai penghimpun dan
penyalur dana. Fungsi perbankan dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 3 Undang-
Undang Perbankan yang berbunyi, fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai
penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dengan demikian dapat kita ketahui
fungsi dari bank adalah berperan sebagai perantara antara masyarakat dan bank, dari
masyarakat-masyarakat yang memiliki kelebihan dana(surplus of funds) dengan
masyarakat yang mengalami kekurangan dana serta memerlukan dana (lacks of
funds).

2.2.3 Kegiatan Usaha Bank
Kegiatan usaha bank jika dirinci menjadi:

1. Menghimpun dana, adalah kegiatan pokok dari bank. Bank mengumpulkan
dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk yaitu, simpanan giro, tabungan,
dan deposito.

2. Merangsang masyarakat untuk rajin menabung, yang dilakukan dengan
berbagai hal yang menarik perhatian seperti bunga ataupun hadiah-hadiah
yang akan diberikan.

3. Menyalurkan dana, kegitan menyalurkan dana berupa pemberian pinjaman
kepada masyarakat. Di lingkungan masyarakat dikenal dengan nama kredit
dalam berbagai macam jenis, berupa kredit bank, berupa kredit usaha, kredit

konsumsi dan kredit serbaguna.

Adapun kegiatan usaha bank umum sesuai yang tercantum dalam pasal 6
Undang-Undang Perbankan, meliputi:

1. Menghimpun dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan
yang berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan,
dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Memberikan kredit

% Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Op.cit, HIm: 153
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Menerbitkan surat pengakuan utang
Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk
kepentingan dan atas perintah nasabahnya

a. Surat-surat wesel yang telah diakseptasi oleh pihak bank yang

masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam
perdagangan surat-surat dimaksud

b. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa
berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan
surat-surat dimaksud
Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
Obligasi
Surat dagangan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
Instrumen surat berharga lainya yang mana berjangka waktu
sampai dengan 1 (satu) tahun
Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk
nasabah. Dilakukan untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan
nasabah.
Menempatkan dana pada suatu bank, meminjam dana dari suatu bank,
atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan
surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana
lainnya.
Menerima pembayaran yang berasal dari tagihan atas surat berharga serta
melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. Hal ini atas surat
berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
Merupakan kegiatan bank yang semata-mata melakukan penyewaan
tempat penyimpanan barang ¢ 1 surat berharga (safety box) tanpa perlu
diketahui mutasi dan isinya oleh bank.
Melakukan suatu kegiatan penitipan demi kepentingan dari pihak lain
berdasarkan suatu kontrak. Penitipan dilakukan baik dengan menerima
titpan harta penitip maupun mengadministrasikannya secara terpisah dari
kekayaan bank.
Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam
bentuk surat berharga yang tidak tercata dibursa efek
Kegiatan anjak piutang, kartu kredit dan wali amanat
Melakukan suatu kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan
wali amanat
Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan
Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yan ditetapkan oleh bank
Indonesia

@~ oo
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14. Melakukan kegitan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Perundnag-undangan
yang berlaku.

Disebutkan dalam ketentuan pasal 13 Undang-Undang Perbankan bahwa
kegiatan usaha Bank Pengkreditan Rakyat meliputi:3’

1. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito

berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan

itu.

Memberikan kredit

3. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI),
deposito, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain

o

2.3 Nasabah
2.3.1 Pengertian Nasabah

Pengertian dari nasabah tercantum didalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang
Perbankan, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.Menurut kamus
perbankan mengenai pengertian nasabah yakni, nasabah adalah orang atau badan
yang mempunyai suatu rekening simpanan atau pinjaman pada bank. Pengertian
nasabah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI1/2005 tentang
Penyelesaian Pengaduan Nasabah, yaitu: Nasabah adalah pihak yang menggunakan
jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa
bank untuk melakukan transaksi keuangan.

Setiap nasabah pasti menginginkan suatu kepuasan atas pelayanan yang
diberikan, serta kepuasan atas pelayanan transaksi yang diberikan.Kepuasan nasabah
menjadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Kepuasan nasabah sebagai
konsumen merupakan target utama yang harus dicapai. Bank harus membuat
nasabahnya merasa aman dan nyaman dalam menyimpan dana yang dimilikinya di
bank tersebut dengan memberikan perhatian dari nasabahnya maka pihak bank harus

memberikan rangsangan berupa balas jasa kepada nasabahnya.

¥1bid, HIm: 165
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Nasabah merupakan seorang konsumen dari pelayanan jasa perbankan dan
bank sebagai pelaku usaha, maka perlindungan atas konsumen baginya merupakan
suatu tuntutan yang tidak boleh diabaikan begitu saja.Pihak nasabah merupakan unsur
yang sangat berperan, kestabilan kondisi perbankan bergantung kepada kepercayaan
masyarakat yang mana kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan
jasa perbankan berada pada dua posisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi mana

mereka berada.
2.3.2 Hak dan Kewajiban Nasabah

Hak-hak Nasabah:3®

a. Nasabah berhak mendapatkan suatu perlindungan atas tabungan atau rekening
yang disimpan pada suatu bank, hal ini berdasarkan prinsip kehati-hatian
bank. Berdasarkan pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.

b. Nasabah berhak untuk mendapatkan informasi tentang yang berkaitan dengan
kemungkinan terjadinya suatu resiko kerugian sehubungan dengan transaksi
nasabah yang dilakukan melalui bank yang bersangkutan. Berdasarkan pasal
29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan.

c. Nasabah berhak mendapatkan ganti kerugian atas dana atau rekening yang
hilang atau bahkan dicuri dari bank pemegang hak simpanan. Selain itu, juga
perlindungan hukum yang dapat diterima nasabah penyimpan dana terhadap
segala resiko yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan
usaha yang dilakukan oleh bank. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor
26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.

d. Nasabah bank berhak mendapat informasi mengenai produk-produk
perbankan yang ditawarkan. Hak ini merupakan sebagai hak paling penting

38 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2003) HIm: 282

3% Mahesa Jati Kusuma, Hukum Perlindungan Nasabah Bank, (Bandung: Nusa Media,
2012) HIm: 25


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

24

yang wajib oleh nasabah, karena tanpa penjelasan dari bank melalui customer
service-nya, maka sangat sulit nasabah untuk memilih prduk perbankan apa
yang sesuai dengan kehendaknya, hak-hak apa saja yang akan diterima
nasabah apabila nasabah setuju menyerahkan dananya kepada bank untuk
dikelola.

Kewajiban Nasabah:*°
a. Nasabah berkewajiban aktif memberitahukan informasi atas kejanggalan atau
kerugian yang dideritanya kepada pihak bank, sehingga dapat diproses lebih
lanjut.
b. Nasabah juga berkewajiban memberikan keterangan dalam proses peradilan
sebagai saksi apabila terjadi masalah hukum, dalam hal ini adanya kejahatan

pencurian rekening (carding) dari bank bersangkutan.
2.3.3 Hubungan Hukum Bank dan Nasabah

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah memiliki 2 unsur yang satu
sama lain saling berkaitan yakni antara hukum dengan kepercayaan. Bank hanya bisa
melakukan kegiatan serta dapat berkembang, apabila masyarakat merasa percaya
untuk menempatkan uangnya pada produk-produk perbankan yang ada dalam bank
tersebut.** Berdasarkan dari kepercayaan-kepercayaan tersebut bank dapat mengolah
dana yang telah masyarakat tempatkan di bank tersebut dan kemudian bank akan
memberikan jasa-jasa perbankan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa bank
merupakan suatu badan usaha yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka
meningkatkan taraf hidup orang banyak. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat (1).

Maka dari itu, fungsi utama dari perbankan Indonesia adalah menghimpun dana dari

“Olbid
41 Ronny Sautma Hotma Bako, Op.cit, HIm: 32
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masyarakat dan menyalurkannya. berdasarkan dari fungsi perbankan maka dapat

dibedakan menjadi 2 yaitu:
1. Hubungan hukum antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana

Pasal 1 butir 17, nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan

dananya di Bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan

nasabah yang bersangkutan. Benwk hubungan hukum antara bank dan

nasabah penyimpan dana dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul

dari produk-produk dari perbankan yang tertuang dalam bentuk peraturan

bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh

setiap nasabah penyimpan dana serta syarat-syarat tersebut harus disesuaikan

dengan produk perbankan yang ada, karena syarat dari suatu produk

perbankan tidak akan sama dengan produk perbankan yang lain.*?

2. Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah Debitur
Nasabah debitur merupakan nasabah yang memperoleh sebuah fasilitas
kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan
dengan itu, berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan
yang artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya®:.
Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit invetasi, atau

kredit usaha kecil.

2.4 Saldo

Saldo menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil selesih antara
uang yang masuk dan uang yang keluar yaitu jumlah yang ada pada suatu ATM
setelah adanya pembebanan biaya penarikan, pendebetan, pengkreditan setoran,
setiap bank memiliki kebijakan-kebijakan sendiri-sendiri dalam menetapkan berapa

“Ibid, HIm: 33
4 Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumendan Instrumen-Instrumen Hukumnya, (Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti, 2000) HIm: 33
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saldo rekening yang harus disisakan di kartu ATM seseorang disebut juga dengan
saldo minimum.* Saldo minimum (minimumbalance) yaitu merupakan jumlah dan
minimum yang harus disisakan oleh nasabah suatu bank sebagai suatu persyaratan
yang ditetapkan oleh bank agar nasabah mendapatkan bunga atau jasa tertentu atau
dibebaskan dari kewajiban tertentu, jika jumlah di kartu ATM kurang dari yang
dipersyaratkan dari pihak sebagaimana mestinya bank maka pemegang/pemilik kartu

harus membayar biaya tertentu.

25 ATM
2.5.1 Pengertian Kartu ATM

Kartu ATM merupakan salah satu alat pembayaran yang menggunakan kartu
atau disebut juga dengan APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) selanjutnya
disebut APMK. Pengertian APMK didalam pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia
Nomor 14/2/PBI1/2012 tentang Penyelenggaran Kegiatan Pembayaran Dengan
Menggunakan Kartu, yaitu, APMK adalah kartu pembayaran yang menggunakan
kartu kredit, kartu ATM dan kartu debet.

Kartu ATM adalah alat pembayaran yang dapat mempermudah transaksi
dibandingkan uang tunai, cek, atau bilyet giro. Pengertian kartu ATM dalam pasal 1
angka (5) dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yaitu:

“Kartu ATM adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan
penarikan tunai dan/atau penarikan dana dimana kewajiban pemegang
kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan
pemegang kartu pada bank atau Lembaga selain bank yang berwenang
untuk menghimpun dana sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.”

Keberadaan kartu ATM itu lebih efisien sehingga kita tidak perlu membawa
uang kemana-mana dan mengurangi resiko kehilangan.Dengan adanya kartu ATM

dapat mempermudah kita dalam melakukan pengiriman uang dengan biaya yang

44 Kamus Besar Bahasa Indonesia
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relatif murah. Kartu ATM merupakan salah satu cara bertransaksi secara elektronik
yang dapat diterima dibanyak tempat seperti halnya kartu kredit sehingga kita dapat
mengendalikan keuangan kita dan hanya boleh menggunakannya sebatas jumlah dana
yang ada direkening kita sendiri, sehingga kita tidak perlu khawatir menghadapi
tagihan utang dan ancaman penagih utang seperti halnya pada kartu kredit serta dapat
pula digunakan sebagai alat pembelajaran bagi anak-anak dan para remaja, agar
mereka dapat mengelola uang dengan baik dan benar.

Semua transaksi pada kartu ATM pasti tercatat dengan rinci, bersifat
transparan, bersifat akuntabilitas atau keterbukaan serta tanggung jawab. Dengan
adanya kartu ATM lebih efisien sehingga tidak perlu menyimpan banyak uang
dirumah yang dapat beresiko akan mengundang kejahatan. Kelebihan lain kartu ATM
adalah dapat digunakan untuk membayar barang/jasa yang bernilai relatif kecil
seperti membayar barang di supermarker ataupun mini market sekaligus menarik
uang tunai dikasir yang pada umunya tidak akan dikenaka biaya tambahan, baik oleh
bank  maupun  oleh  pengelola  supermarket ataupun  mini  market
(merchant). **Banyaknya kelebihan yang dimiliki, maka terdapat juga kekurangan
yaitu bahwa kartu ATM tidak sepenuhnya aman. Bisa saja dana dikartu ATM hilang
secara tiba-tiba, bisa karena faktor dari diri kita sendiri maupun dari luar seperti
kerusakkan pada mesin yang tidak dapat Kita prediksi kapan akan terjadi. Pemegang
dan pemilik kartu ATM harus menjaga kerahasiaan dari PIN (Personal Identification
Number) ATM-nya dari orang lain. Apabila seseorang mengetahui PIN ATM tersebut
maka kita sebagai pemilik dan pemegang kartu ATM dapat merubah PIN kita

sewaktu-waktu yang diinginkan, sehingga kerahasiaan ATM Kita tetap terjaga.

4 R. Serfianto, Iswi Hariyani dan Cita Yustisia, Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-
Debit dan Uang Elektronik. (Jakarta: Visi Media, 2012) HIim: 197
“81bid
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2.5.2 Fungsi ATM

Pada umumnya fungsi ATM adalah untuk penarikan uang tunai, namun ATM

memiliki fungsi lain yang dapat membantu kita dalam melakukan transaksi

dalam aktivitas perbankan, berbagai fungsi ATM yakni sebagai berikut:

a. Membayar tagihan, seperti tagihan listrik, telepon, televisi, asuransi,
pajak,

b. Mentransfer uang antar rekening. Pentransferan ini dapat dilakukan meski
berbeda bank

c. Memperbaharui buku tabungan

d. Memuat nilai uang menjadi kartu prabayar

e. Membeli: tiket pesawat, pembelian barang-barang online, tiket pesawat,
dan lain sebagainya

f.  Melakukan donasi kepada badan amal

2.5.3 Sistem Kerja ATM

ATM merupakan sebuah terminal data yang mempunyai dua perangkat
input dan empat perangkat output. Seperti sebuah terminal data, ATM harus
memiliki koneksi, terhubung dan berkomunikasi melalui pusat proses (host
processor) yang disertai oleh Internet Service Provider (ISP) yang mana
berperan sebagai jalur gateway yang menuju keberbagai macam jaringan ATM
dan dapat berfungsi bagi pemilik kartu ATM.*’

Pada dasarnya, inti dari proses yang mendukung dapat melalui Leased
Line atau disebut juga dengan Jalur Kontrak maupun mesin Dial Up (yaitu
telepon). Mesin Leased Line secara langsung terhubung dengan pusat proses
yang mana melalui jaringan Four Wire (empat kabel), point-to-point, dedicated
telephone line (pilihan jalur telepon) kemudian Dial UpATMs tehubung ke

pusat proses dengan melalui sambungan dari telepon normal dengan

“'www.academia.edu/4550055/Cara_Kerja_ATM diakses pada tanggal 28 Oktober 2017
pukul 20.45 WIB
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menggunakan modem dan sambungan nomor bebas pulsa juga dengan penyedia
layanan internet yang menggunakan akses dengan nomor lokal.*®

Pemegang ataupun pemilik kartu ATM yang akan melakukan suatu
transaksi maka harus menyediakan informasi tentang dirinya seperti nomor PIN
karena informasi tersebut dibutuhkan oleh mesin ATM. Mesin ATM kemudian
akan meneruskan informasi kepada pusat dengan melalui jalur komunikasi data
yang telah dipilih untuk menyampaikan permintaan transaksi dari pemegang
kartu kepada bank yang bersangkutan sesuai kartu pengguna, apabila pemilik
kartu menginginkan untuk melakukan penarikan tunai maka akan dikenai biaya

atas transaksi tersebut.*?

“8Ibid
“lbid
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BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1.

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut, yaitu

Tanggungjawab Bank Kepada Nasabah Yang Mengalami SaldoTerpotong
Akibat Kesalahan Pada Sistem Mesin ATM di dalam Undang-Undang
Perbankan pasal 37 b adalah bahwa bank wajib untuk menjamin dana
masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan, serta pasal 49 huruf
(c), bahwa pegawai bank yang mengubah, mengaburkan, menyembunyikan
maupun menghapus suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan,
maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau
rekening suatu bank, maka Bank Indonesia dapat memberikan sanksi
administratif berupa teguran tertulis. Berdasakan pasal 1250 KUHPerdata,
bahwa didalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran
sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena

keterlambatan pelaksanaanya.

2 . Upaya Penyelesaian Yang Dapat Ditempuh Nasabah Yang Mengalami Kerugian

Akibat Kesalahan Pada Sistem Mesin ATM bahwa di dalam Peraturan Bank
Indonesia Nomor 7/7/PBI1/2005 yang telah diubah dengan Peraturan Bank
Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
pasal 6 ayat (2), bahwa nasabah dapat mengajukan pengaduan melalui 2 (dua)
cara yaitu secara lisan dan tertulis. Apabila selama waktu 20 hari kerja tidak
terselesaikan maka berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor:
8/5/PBI1/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia
Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan dapat diselesaikan melalui
jalur mediasi perbankan. Jika belum terelesaikan melalui mediasi perbankan ,
maka pihak nasabah dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui jalur non

53
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litigasi di pengadilan negeri setempat. Pihak nasabah yang masih belum puas atas
penyelesain melalui jalur non litigasi dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke

jalur litigasi.
4.2 Saran

1. Hendaknya bagi nasabah untuk memperhatikan dan mencari setiap informasi
yang diberikan oleh pihak bank terkait dengan jasa perbankan yang
digunakannya agar lebih memahami dan mengerti untuk mengambil keputusan
apabila terjadi sengketa dengan pihak bank, sehingga kerugian yang dialami
nasabah tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang serta nasabah akan
merasa aman nyaman untuk melakukan transaksi di bank yang bersangkutan.
Serta senantiasa untuk selalu memberikan informasi atas kerugian yang dialami
nasabah dalam bentuk pengaduan, sehingga bank akan lebih cepat tanggap

dalam menyelesaikan masalah.

2. Hendaknya bagi pihak bank sebagai lembaga yang menaungi nasabah tidak lalai
dalam memantau setiap sistem teknologi yang digunakan untuk melakukan
transaksi oleh nasabah. Bank harus menjamin rasa aman dan nyaman bagi
nasabah dalam melakukan transaksinya. Bank harus memberikan pengawasan
terhadap setiap produk jasa perbankan yang ditawarkan ataupun digunakan

oleh nasabah.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1992
TENTANG
PERBANKAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

1. UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 1992

Menimbang : a. bahwa untuk memelihara kesinambungaelaksanaan
pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakanhdsa
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila danfigadadang
Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi yaagakskan
kekeluargaan harus lebih memperhatikan keserakesglarasan,
dan keseimbangan unsur-unsur Trilogi Pembangunan;

b. bahwa perbankan yang berasaskan demokraspmkordengan
fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalura dan
masyarakat, memiliki peranan yang strategis untwdnunjang
pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangkangkatkan
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertwanbu
ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peniragkaéaraf hidup
rakyat banyak;

c. bahwa perkembangan perekonomian nasional maupu
internasional yang senantiasa bergerak cepat aisdengan
tantangan-tantangan yang semakin luas, harus shiklii secara
tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankagsi dan
tanggung jawabnya kepada masyarakat;

d. bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tgnRwokok-
pokok Perbankan dan beberapa undang-undang di doidan
perbankan lainnya yang berlaku sampai saat inalstidak dapat
mengikuti perkembangan perekonomian nasional maupun
internasional;

e. bahwa untuk mencapai maksud di atas, perlusais undang-
undang baru tentang perbankan.
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Mengingat

Menetapkan

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayatddn, Pasal 33 Undang-Undang

Dasar 1945:

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Reaas Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan aenb

Negara Nomor 2387);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang BRpkkok
Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832);

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang B@ektral

(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan asnb

Negara Nomor 2865);

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang BpaetPeraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahus® 19

tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Nefanan
1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890)
menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 19&90N

40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

: UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN

2. UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1998

Menimbang

:a. bahwa pembangunan nasional = merupakan upaya

pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka
mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmu
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekorami

nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitifan
terintegrasi dengan tantangan yang semakin komplegsrta
sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan peswy&ian
kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan;
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Mengingat

Menetapkan

bahwa dalam memasuki era globalisasi dan demgalah
diratifikasinya beberapa perjanjian internasional idbidang
perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian
terhadap peraturan perundang-undangan di  bidang
perekonomian, khususnya sektor perbankan;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut padaui a, huruf

. b, dan huruf c di atas, dipandang perlu mengubah tbng-

undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan
undang-undang;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 aya),(PPasal 23, dan Pasal 33

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Barentral

(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2865);
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pemnkan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3472);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

:UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG
PERBANKAN.

Pasal |

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Ndlahun 1992 tentang
Perbankan sebagai berikut :
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangtarttang bank, mencakup
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proskHam melaksanakan
kegiatan usahanya;

Bank adalah badan usaha yang menghimpun danaidaasyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalaentuk kredit dan atau
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan trhidup rakyat banyak;

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatansaha secara
konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syarialang dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaks&an kegiatan usaha secara
konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yamglam kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh mneaskat kepada bank
berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bektgiro, deposito, sertifikat
deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang eligamakan dengan itu;

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapataklkan setiap saat dengan
menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah penyagan lainnya, atau dengan
pemindahbukuan;

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hardapat dilakukan pada waktu
tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpaaendjan bank;

Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentdkposito yang sertifikat bukti
penyimpanannya dapat dipindahtangankan;

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hangapat dilakukan menurut
syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak daghtarik dengan cek, bilyet giro,
dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Surat Berharga adalah surat pengakuan utangesel, saham, obligasi, sekuritas
kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingdain, atau suatu kewajiban dari
penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkanata pasar modal dan pasar
uang;

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihaang dapat dipersama-kan dengan
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pmpaneminjam antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam wk melunasi utangnya
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bang

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalpényediaan uang atau tagihan
yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujustau kesepakatan antara
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yangibghyai untuk
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelahga waktu tertentu dengan
imbalan atau bagi hasil;

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdaskan hukum Islam antara bank
dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau peraypaan kegiatan usaha,
atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengayariah, antara lain
pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudhaedt), pembiayaan
berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakalpyinsip jual beli barang
dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau peaylaan barang modal
berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijjahg, atau dengan adanya
pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang eiga dari pihak bank oleh
pihak lain (jjarah wa igtina);

Penitipan adalah penyimpanan harta berdasan perjanjian atau kontrak
antara Bank Umum dan penitip, dengan ketentuan Bankimum yang
bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan ataarta tersebut;

Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapatallukan oleh Bank Umum
untuk mewakili kepentingan pemegang surat berhardgeerdasarkan perjanjian
antara Bank Umum dengan emiten surat berharga yaoersangkutan;

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank

Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menenmgatitananya di bank dalam
bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengamasabah yang
bersangkutan;

Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperolédsilitas kredit atau
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yangpelisamakan dengan itu
berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang $srgkutan;
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Kantor Cabang adalah kantor bank yang secaraxdg@ung bertanggung jawab
kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengdamat tempat usaha yang
jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usaka;

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indesia sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang yang berlaku;

Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagana dimaksud dalam
undang-undang yang berlaku;

Pihak Terafiliasi adalah:

a. anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atauasanya, pejabat, atau
karyawan bank;

b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kugsa pejabat, atau
karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hwkukoperasi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, aatdain akuntan publik,
penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;

d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia tutuserta mempengaruhi
pengelolaan bank, antara lain pemegang saham darukeganya, keluarga
Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, kafga pengurus;

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkafasabah Debitur kepada
bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atauembiayaan berdasarkan
Prinsip Syariah;

Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukumngamenyelenggarakan
kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpaalalui skim asuransi,
dana penyangga, atau skim lainnya;

Merger adalah penggabungan dari dua bank ataebih, dengan cara tetap
mempertahankan berdirinya salah satu bank dan merbatkan bank-bank
lainnya dengan atau tanpa melikuidasi;

Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bankaa lebih, dengan cara
mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tefsit dengan atau tanpa
melikuidasi;

Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan swabank;
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28. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang bermdmn dengan keterangan
mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

BAB Il
ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2
Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya bkaasdemokrasi ekonomi dengan
menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3
Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagaghipgoun dan penyalur dana
masyarakat.

Pasal 4
Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksapaarbangunan nasional dalam

rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekomamistabilitas nasional kearah
peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

BAB Il
JENIS DAN USAHA BANK

Bagian Pertama
Jenis Bank

Pasal 5
(1) Menurut jenisnya, bank terdiri dari :
a. Bank Umum;

b. Bank Perkreditan Rakyat.

(2) Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk mela&kan kegiatan tertentu atau
memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiattentu.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Bagian Kedua
Usaha Bank Umum

Pasal 6
Usaha Bank Umum meliputi :

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentugpasiam berupa giro, deposito
berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/aentuk lainnya yang dipersamakan
dengan itu;

b. memberikan kredit;
c. menerbitkan surat pengakuan hutang;

d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko semgupun untuk kepentingan dan
atas perintah nasabahnya:

1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diaksemieh bank yang masa
berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaanndglardagangan surat-surat
dimaksud;
surat pengakuan hutang dan kertas dagang layayg masa berlakunya tidak
lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surratt-gimaksud;
kertas perbendaharaan negara dan surat jamemaerimtah;

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;

obligasi;

surat dagang berjangka waktu sampai dengartd) (shun;

instrumen surat berharga lain yang berjangkatwalampai dengan 1 (satu)
tahun;

N

NoOokw

e. memindahkan uang baik untuk kepentingan semdaupun untuk kepentingan
nasabah;

f. menempatkan dana pada, meminjam dana darinaaunjamkan dana kepada bank
lain, baik dengan menggunakan surat, sarana teleki&asi maupun dengan wesel
unjuk, cek atau sarana lainnya;

g. menerima pembayaran dari tagihan atas suraagarldan melakukan perhitungan
dengan atau antar pihak ketiga;

h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang da lserharga;

i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingahalp lain berdasarkan suatu
kontrak;

]. melakukan penempatan dana dari nasabah kepadhatalainnya dalam bentuk surat
berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
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dihapus
melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kaedikdan kegiatan wali amanat;

menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatam berdasarkan Prinsip
Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkaahoBank Indonesia;

melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan holbank sepanjang tidak
bertentangan dengan undang-undang ini dan perapgamdang-undangan yang
berlaku.

Pasal 7

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dichaldam Pasal 6, Bank Umum
dapat pula :

a.

b.

melakukan kegiatan dalam valuta asing denganemeinn ketentuan yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia;

melakukan kegiatan penyertaan modal pada bamk p¢rusahaan lain di bidang
keuangan, seperti sewa guna usaha, modal venemasghaan efek, asuransi, serta
lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, alemgemenuhi ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia;

melakukan kegiatan penyertaan modal sementaratukn mengatasi akibat
kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berd&ser Prinsip Syariah, dengan
syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengaremenuhi ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan

bertindak sebagai pendiri dana pensiun danysaegdana pensiun sesuai dengan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan @asaip yang berlaku.

Pasal 8

(1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berddsan Prinsip Syariah, Bank

(2)

Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisrang mendalam atas
iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah iebuntuk melunasi

utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud usesdengan yang
diperjanjikan.

Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedomaperkreditan dan
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai damgketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia.
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Pasal 9

(1) Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan jpamtisebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf i, bertanggung jawab untekyimpan harta milik penitip,
dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak.

(2) Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan datatecara tersendiri.

(3) Dalam hal bank mengalami kepailitan, semuaahgdng dititipkan pada bank
tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitam wajib dikembalikan kepada
penitip yang bersangkutan.

Pasal 10
Bank Umum dilarang :

a. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimiamaksud dalam Pasal 7 huruf b
dan huruf c;

b. melakukan usaha perasuransian;

c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usahagsetnana dimaksud dalam Pasal 6
dan Pasal 7.

Pasal 11

(1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batasksimum pemberian
kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syarialpemberian jaminan,
penempatan investasi surat berharga atau hal laiang serupa, yang dapat
dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompm&minjam yang terkait,
termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelokngang sama dengan
bank yang bersangkutan.

(2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam(&y&tak boleh melebihi 30%
(tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesigmgan ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia

(3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenaitdsa maksimum pemberian
kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syarialpemberian jaminan,
penempatan investasi surat berharga, atau hal layang serupa yang dapat
dilakukan oleh bank kepada:

a. pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh peates) atau lebih dari
modal disetor bank;
b. anggota Dewan Komisaris;
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anggota Direksi;

keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalanurbf a, huruf b, dan
huruf c;

e. pejabat bank lainnya; dan

perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapapentingan dari pihak-
pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf buruf c, huruf d, dan
huruf e.

oo

-

(4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam(3yatidak boleh melebihi 10%
(sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesugatieketentuan yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia.

(4A) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berddsan Prinsip Syariah, bank
dilarang melampaui batas maksimum pemberian kreditau pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalaayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4).

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksuch dgat (1) dan ayat (3) wajib
dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetaplednBank Indonesia.

Pasal 12

(1) Untuk menunjang pelaksanaan program peningkataaraf hidup rakyat banyak
melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan megah, Pemerintah bersama
Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Baddmum.

(2) Ketentuan mengenai kerjasama dengan Bank Umumbagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan PeraturaPemerintah.

Pasal 12A

(1) Bank umum dapat membeli sebagian atau selurulguaan, baik melalui
pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkannyerahan secara sukarela
oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk meal di luar lelang dari
pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memehi kewajibannya
kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeliseébut wajib dicairkan
secepatnya.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunandoencairannya sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengderaturan Pemerintah.
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Bagian Ketiga
Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Pasal 13

Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

a.

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentukpasiam berupa deposito
berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya ygregshmakan dengan itu;

memberikan kredit;

menyediakan pembiayaan dan penempatan dana bsmdean Prinsip Syariah,
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bankdnesia

menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Blagonesia (SBI), deposito
berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungatagank lain.

Pasal 14

Bank Perkreditan Rakyat dilarang:

a.

b.

C.

menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dellntintas pembayaran;
melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;

melakukan penyertaan modal,

melakukan usaha perasuransian;

melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha setnagai dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dah Ph berlaku juga bagi Bank
Perkreditan Rakyat.
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(2)

)
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BAB IV
PERIZINAN, BENTUK HUKUM
DAN KEPEMILIKAN

Bagian Pertama
Perizinan

Pasal 16

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpdana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperolehinzusaha sebagai Bank
Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan aBk Indonesia, kecuali
apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakathdiksud diatur dengan
undang-undang tersendiri.

Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan BanRerkreditan Rakyat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenyrersyaratan sekurang-
kurangnya tentang:

a. susunan organisasi dan kepengurusan;

b. permodalan;

c. kepemilikan;

d. keahlian di bidang Perbankan;

e. kelayakan rencana kerja

Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimatimaksud dalam ayat (2)
ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Pasal 17

Dihapus

Pasal 18

Pembukaan kantor cabang Bank Umum hanya dapatakiukan dengan izin
Pimpinan Bank Indonesia.

Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, d@nis-jenis kantor lainnya di
luar negeri dari Bank Umum hanya dapat dilakukan dgan izin Pimpinan Bank
Indonesia.

Pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank WUm wajib dilaporkan
terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.
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(4) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bandmum sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (Xetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 19

(1) Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyhtinya dapat dilakukan
dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

(2) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Reditan Rakyat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dBank Indonesia.

Pasal 20

(1) Pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantundantor perwakilan dari
suatu bank yang berkedudukan di luar negeri, hanglapat dilakukan dengan izin
Pimpinan Bank Indonesia.

(2) Pembukaan kantor di bawah kantor cabang pembaniubdak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepadakBadonesia.

(3) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kseb@gaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengaraRean Pemerintah.

Bagian Kedua
Bentuk Hukum

Pasal 21

(1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:
a. Perseroan Terbatas;
b. Koperasi; atau
c. Perusahaan Daerah.

(2) Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyattibprupa salah satu dari:
a. Perusahaan Daerah;
b. Koperasi;
c. Perseroan Terbatas;
d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan PeraturareRetah.

(3) Bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cgbbank yang berkedudukan
di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pugatn
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Bagian Ketiga
Kepemilikan
Pasal 22
(1) Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:
a. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesatau

b. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Imgksia dengan warga
negara asing dan atau badan hukum asing secara kieaan.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yangajilv dipenuhi pihak-pihak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dBank Indonesia.
Pasal 23
Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan damilidi oleh warga negara
Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pewyd warga negara Indonesia,
pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersamataliarketiganya.
Pasal 24
Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berlsentwkum koperasi,
kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalamdang-undang tentang
perkoperasian yang berlaku.
Pasal 25
Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berliehtikum perseroan terbatas,
sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk satesmama.
Pasal 26
(1) Bank Umum dapat melakukan emisi saham melaloursa efek.
(2) Warga negara Indonesia, warga negara asing, aachukum Indonesia, dan atau
badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umumg¢asa langsung dan

atau melalui bursa efek.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalayat (2) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
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Pasal 27

Perubahan kepemilikan bank wajib:

a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalans®d6 ayat (3), Pasal 22,

Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26; dan

b. dilaporkan kepada Bank Indonesia.

(1)

(@)

(1)
(@)

3)

(4)

(5)

Pasal 28

Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih Halu mendapat izin Pimpinan
Bank Indonesia.

Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dansekuitetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29
Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan olehnBdndonesia.

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank ss@i dengan ketentuan
kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemelikuiditas, rentabilitas,

solvabilitas, dan aspek lain yang berhubung-atengan usaha bank, dan wajib
melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip &gthatian.

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berddsan Prinsip Syariah dan

melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menpuh cara-cara yang tidak
merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempgakan dananya kepada
bank.

Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyedak informasi mengenai
kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan edgan transaksi
nasabah yang dilakukan melalui bank.

Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagana dimaksud dalam ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indones
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Pasal 30

(1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesigala keterangan, dan
penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara gaegpkan oleh Bank
Indonesia.

(2) Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib nerikbn kesempatan bagi
pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang adinpa, serta wajib
memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka peesteh kebenaran dari
segala keterangan, dokumen dan penjelasan yangodién oleh bank yang
bersangkutan.

(3) Keterangan tentang bank yang diperoleh berkasaketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumdan bersifat rahasia.

Pasal 31
Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Barigik secara berkala maupun
setiap waktu apabila diperlukan.

Pasal 31A
Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik ududan atas nama Bank
Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bankagaimana dimaksud dalam
Pasal 31.

Pasal 32

Dihapus

Pasal 33

(1) Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksualath Pasal 31 dan Pasal
31A bersifat rahasia.

(2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimamaaksud dalam Pasal 31
dan Pasal 31A ditetapkan oleh Bank Indonesia.
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Pasal 34

(1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesfaga dan perhitungan laba/rugi
tahunan serta penjelasannya, serta laporan bdduateya, dalam waktu dan bentuk
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(2) Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunangs@@ana dimaksud dalam ayat (1)
wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.

(3) Tahun buku bank adalah tahun takwim.

Pasal 35

Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan riadiadalam waktu dan bentuk
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 36

Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian dentian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (2) bagi Bank Perkreditan Rakya

Pasal 37

(1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yangembahayakan kelangsungan

usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakagaa :

a. pemegang saham menambah modal,

b. pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dauddireksi bank;

c. bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan deesarkan Prinsip
Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian lkasiengan modalnya;

d. bank melakukan merger atau konsolidasi dengamkadain;

e. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengdmlih seluruh kewajiban;

f. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atauebsgian kegiatan bank
kepada pihak lain;

g. bank menjual sebagian atau seluruh hartaard atau kewajiban bank
kepada bank atau pihak lain.

(2) Apabila:

a. tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)lube cukup untuk
mengatasi kesulitan yang dihadapi bank; dan atau

b. menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatarik dapat membahayakan
sistem Perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapaencabut izin usaha
bank dan memerintahkan Direksi bank untuk seger menyelenggarakan
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Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan balgiakum bank dan
membentuk tim likuidasi.

Dalam hal Direksi bank tidak menyelenggarakaraPat Umum Pemegang Saham
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpindank Indonesia meminta
kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yabgrisi pembubaran
badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, danepntah pelaksanaan
likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undanggang berlaku.

Pasal 37A

Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjackesulitan Perbankan yang
membahayakan perekonomian nasional, atas permintadank Indonesia,
Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Pdaleen Rakyat Republik
Indonesia dapat membentuk badan khusus yang betssimentara dalam rangka
penyehatan Perbankan.

Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam aya} (fhelakukan program
penyehatan terhadap bank-bank yang ditetapkan daisedahkan oleh Bank
Indonesia kepada badan dimaksud.

Dalam melaksanakan program penyehatan terhadagnk-bank, badan khusus
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewmgn sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta wewenang laitu :

a. mengambil alih dan menjalankan segala hak danwenang pemegang saham
termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Sgham

b. mengambil alih dan melaksanakan segala hak daewenang Direksi dan
Komisaris bank;

c. menguasai, mengelola dan melakukan tindakan keplkan atas kekayaan
milik atau yang menjadi hak bank, termasuk kekayadank yang berada pada
pihak manapun, baik di dalam maupun di luar negeri;

d. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atanengubah kontrak yang
mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertbangan badan
khusus merugikan bank ;

e. menjual atau mengalihkan kekayaan bank, Direk&ipmisaris, dan pemegang
saham tertentu di dalam negeri ataupun di luar negebaik secara langsung
maupun melalui penawaran umum;
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f. menjual atau mengalihkan tagihan bank dan atau enyerahkan
pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukaersetujuan Nasabah
Debitur;

g. mengalihkan pengelolaan kekayaan dan atau mamagn bank kepada pihak
lain;

h. melakukan penyertaan modal sementara pada baskcara langsung atau
melalui pengonversian tagihan badan khusus menjgdinyertaan modal pada
bank;

i. melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasiengan penerbitan
Surat Paksa;

J. melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangonmilik atau yang
menjadi hak bank yang dikuasai oleh pihak lain, Basendiri maupun dengan
bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang;

k. melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk mempleh segala keterangan
yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam prognapenyehatan, dan
pihak manapun yang terlibat atau patut diduga tdsht, atau mengetahui
kegiatan yang merugikan bank dalam program penyedatersebut;

I.  menghitung dan menetapkan kerugian yang dialarbank dalam program
penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepadgadal bank yang
bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjddirena kesalahan atau
kelalaian Direksi, Komisaris, dan atau pemegang sah, maka kerugian
tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan;

m. menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib dde oleh pemegang
saham bank dalam program penyehatan;

n. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk nmeinjang pelaksanaan
wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sangengan huruf m.

Tindakan penyehatan Perbankan oleh badan khusssbagaimana dimaksud
dalam ayat (3) adalah sah berdasarkan undang-undang

Atas permintaan badan khusus sebagaimana dimaksdalam ayat (1), bank
dalam program penyehatan wajib memberikan segalaekangan dan penjelasan
mengenai usahanya termasuk memberikan kesempatagi lemeriksaan buku-

buku dan berkas yang ada padanya, dan wajib memkemi bantuan yang

diperlukan dalam rangka memperoleh keterangan, doken, dan penjelasan yang
diperoleh bank dimaksud.
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Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (®)ruf k wajib memberikan
keterangan dan penjelasan yang diminta oleh baddrkus.

Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayaj ¢lajib menyampaikan
laporan kegiatan kepada Menteri Keuangan.

Apabila menurut penilaian Pemerintah, badan kbus telah menyelesaikan
tugasnya, Pemerintah menyatakan berakhirnya baddrmkus tersebut.

Ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Phsa diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 37 B

Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yadigimpan pada bank yang
bersangkutan.

Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bankbagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.

Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksdalam ayat (2) berbentuk
badan hukum Indonesia.

Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakaand Lembaga Penjamin

Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemetah.

BAB VI
DEWAN KOMISARIS, DIREKSI
DAN TENAGA ASING
Pasal 38

Pengangkatan keanggotaan dewan komisaris daksdibank, wajib memenubhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16aytn Pasal 17.

Perubahan keanggotaan dewan komisaris dansdibelkok sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Ind@nes

Pasal 39

Dalam menjalankan kegiatannya, bank dapat merajgn tenaga asing.
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Persyaratan mengenai penggunaan tenaga asimggamana dimaksud dalam ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BABV I |
RAHASIA BANK

Pasal 40

Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai [dhah Penyimpan dan
simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dima#tsdalam Pasal 41, Pasal
41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam aya} Berlaku pula bagi Pihak
Terafiliasi.

Pasal 41

Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonies atas permintaan
Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintairtulis kepada bank agar
memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukértulis serta surat-surat
mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan teuew@pada pejabat pajak.

Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalaat €b), harus menyebutkan nama
pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yampeiidaki keterangannya.

Pasal 41A

Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah dadekan kepada Badan Urusan
Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutanyegara, Pimpinan Bank
Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan UansPiutang dan Lelang
Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk mempeebl keterangan dari bank
mengenai simpanan Nasabah Debitur.

Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)betikan secara tertulis atas
permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutgndan Lelang Negara/Ketua
Panitia Urusan Piutang Negara.

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat lfayus menyebutkan nama dan
jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelanglegara/ Panitia Urusan
Piutang Negara, nama Nasabah Debitur yang bersantg, dan alasan
diperlukannya keterangan.
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Pasal 42

(1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidanPimpinan Bank Indonesia
dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atdwakim untuk memperoleh
keterangan dari bank mengenai simpanan tersangkawaterdakwa pada bank.

(2) lzin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilk@m secara tertulis atas
permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republikndonesia, Jaksa Agung,
atau Ketua Mahkamah Agung.

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayatfayus menyebutkan nama dan
jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangkataa terdakwa, alasan
diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidanyang bersangkutan
dengan keterangan yang diperlukan.

Pasal 42A
Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimattsdalam Pasal 41, Pasal
41A, dan Pasal 42.
Pasal 43
Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahreksi bank yang bersangkutan
dapat menginformasikan kepada Pengadilan tentandak® keuangan nasabah yang
bersangkutan dan memberikan keterangan lain ydeepredengan perkara tersebut.
Pasal 44

(1) Dalam rangka tukar menukar informasi antar bamkreksi bank dapat
memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kegadkin.

(2) Ketentuan mengenai tukar menukar informasi gab@ana dimaksud dalam ayat (1)
diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

Pasal 44A

(1) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari $édah Penyimpan yang dibuat
secara tertulis, bank wajib memberikan keterangarengenai simpanan Nasabah
Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihgkng ditunjuk oleh
Nasabah Penyimpan tersebut.
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(2) Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggalrda, ahli waris yang sah dari
Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak mempsholketerangan
mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.

Pasal 45

Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yahgridan oleh bank sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dah £8 berhak untuk mengetahui isi
keterangan tersebut dan meminta pembetulan jikiapat kesalahan dalam keterangan
yang diberikan.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA DAN
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

(1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakatlam bentuk simpanan tanpa
izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimadanaksud dalam Pasal 16,
diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnyglfna) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-&ngnya Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.0@®0.000,00 (dua ratus
miliar rupiah).

(2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalsah (&) dilakukan oleh badan
hukum yang berbentuk perseroan terbatas, persamikgdyasan atau koperasi, maka
penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakb&@énterhadap mereka yang
memberi perintah melakukan perbuatan itu atau y@ergndak sebagai pimpinan
dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Pasal 47

(1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulisaatizin dari Pimpinan Bank
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pa&bA, dan Pasal 42,
dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasntuk memberikan
keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4@ndam dengan pidana
penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan palitgma 4 (empat) tahun serta
denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepummiliar rupiah) dan
paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus rmiliapiah).

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai baatau Pihak Terafiliasi lainnya
yang dengan sengaja memberikan keterangan yang lvajirahasiakan menurut
Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurangdagnya 2 (dua) tahun dan
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paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-mgnya Rp4.000.000.000,00
(empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.0000,00 (delapan miliar
rupiah).

Pasal 47 A

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai baging dengan sengaja tidak
memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimaalimaksud dalam Pasal 42A
dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekug&urangnya 2 (dua) tahun

dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekmgkurangnya Rp4.000.000.000,00
(empat miliar rupiah) dan paling banyak Rpl15.000@000,00 (lima belas miliar

rupiah).

Pasal 48

(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegavis@ink yang dengan sengaja tidak
memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagamaalimaksud dalam Pasal
30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dayat (2), diancam dengan
pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun daaling lama 10 (sepuluh)
tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah)
dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratusaniupiah).

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawaank yang lalai memberikan
keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksdmlam Pasal 30 ayat (1)
dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2griam dengan pidana kurungan
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama @ua) tahun dan atau
denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satiliamrupiah) dan paling
banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 49

(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai baydgng dengan sengaja :

a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan ypalalam pembukuan
atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laparkegiatan usaha,
laporan transaksi atau rekening suatu bank;

b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menybkan tidak
dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau daldigporan, maupun
dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, lapordaransaksi atau
rekening suatu bank;

c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghagpus atau
menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembak atau dalam
laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatamsaha, laporan
transaksi atau rekening suatu bank, atau denganngaja mengubah,
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mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau msak catatan
pembukuan tersebut,

diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnyaléna) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-&ognya Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.0@®0.000,00 (dua ratus
miliar rupiah).

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai baydng dengan sengaja:

a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujntuk menerima suatu
imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atdarang berharga,
untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntunganekuarganya, dalam
rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagang lain dalam
memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilithgedit dari bank, atau
dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh baatlas surat-surat wesel,
surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kglan lainnya, ataupun
dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang laimtuk melaksanakan
penarikan dana yang melebihi batas kreditnya padank;

b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlak untuk memastikan
ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undaini dan ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya yang berlakagi bank,

diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya(tgya) tahun dan paling

lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurarygn Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.00000,00 (seratus miliar
rupiah).

Pasal 50

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melakegkan langkah-langkah yang
diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhaddgetentuan dalam Undang-
undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnygang berlaku bagi bank,
diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnydt®ja) tahun dan paling lama
8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya3:y00.000.000,00 (lima miliar
rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 &eas miliar rupiah).

Pasal 50A

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewamisaris, Direksi, atau
pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukamdakan yang mengakibatkan
bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang dipekian untuk memastikan
ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undanini dan ketentuan
perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bankliancam dengan pidana
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penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paly lama 15 (lima belas) tahun
serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000(8€puluh miliar rupiah) dan
paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus nniliapiah).

(1)

(2)

(1)

(@)

Pasal 51

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pa4@) Pasal 47, Pasal 47A, Pasal
48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A alddejahatan.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam R8sajat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 52

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sgb@mana dimaksud dalam Pasal
47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan PasadlA5 Bank Indonesia dapat
menetapkan sanksi administratif kepada bank yangdak memenuhi
kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undangeamg ini, atau Pimpinan
Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yangysangkutan.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalayat (1), antara lain adalah:
denda uang;

teguran tertulis;

penurunan tingkat kesehatan bank;

larangan untuk turut serta dalam kegiatan klirgy

pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk nkar cabang tertentu
maupun untuk bank secara keseluruhan;

pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya mejuk dan mengangkat
pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Batwtau Rapat
Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetapghn persetujuan Bank
Indonesia;

PO T®

-

g. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pgamg saham dalam

daftar orang tercela di bidang Perbankan.

(3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi adnsimatif ditetapkan oleh Bank

Indonesia.

Pasal 53

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaidiaraksud dalam Pasal 50, Bank
Indonesia dapat menetapkan sanksi administratibdapPihak Terafiliasi yang tidak
memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalelang-undang ini atau
menyampaikan pertimbangan kepada instansi yangelpag untuk mencabut izin yang
bersangkutan.
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BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini:

(2)

3)

a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangiNdinTahun 1960 tentang

Bank Pembangunan Indonesia (Lembaran Negara TaB60 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1996);

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketenketentuan Pokok
Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun MN§for 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2490) ;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang BamfaM Indonesia 1946
(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 70, Tambahan &emliNegara Nomor
2870) ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1968 tentang Baxgabg Negara (Lembaran

Negara Tahun 1968 Nomor 71, Tambahan Lembaran Bégamor 2871 );

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1968 tentang BamkiBDaya (Lembaran

Negara Tahun 1968 Nomor 72, Tambahan Lembaran Bégamor 2872) ;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bamlbumgan Negara
(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 73, Tambahan demkNegara Nomor
2873);
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bamky& Indonesia
(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 74, Tambahanb&emn Negara Nomor
2874);
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1968 tentang Baspdt Impor Indonesia
(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 75, Tambahanb&em Negara Nomor
2875);

dinyatakan tetap berlaku untuk jangka waktu sellmanya 1 (satu) tahun sejak
mulai berlakunya undang-undang ini.

Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalgh @), bank yang didirikan
berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud dgéd (1) wajib memenuhi
ketentuan dalam undang-undang ini.

Dalam hal bank sebagaimana dimaksud dalam(2ydelah menyesuaikan dengan
ketentuan dalam undang-undang ini lebih awal damgka waktu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), maka undang-undang sgbaga dimaksud dalam ayat
(1), menjadi tidak berlaku lagi.

Pasal 55

Bank yang telah memiliki izin usaha pada saat undgundang ini mulai berlaku,
dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkamdang-undang ini.
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Pasal 56

Ketentuan batas maksimum pemberian kredit sebagaiianaksud dalam Pasal 11 ayat
(2) dan ayat (4), wajib dipenuhi oleh bank selanthaibatnya dalam jangka waktu 5
(lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini.

Pasal 57

Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memiliki isaha dari Menteri pada saat
undang-undang ini mulai berlaku, dapat menyesuaikagiatan usahanya sebagai bank
berdasarkan ketentuan dalam undang-undang inimbaladlambatnya dalam jangka

waktu 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya undamggng ini.

Pasal 58

Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Peghumibung Pitih Nagari (LPN) ,
Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit DB&D{, Badan Kredit Kecamatan
(BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga rReeditan Kecamatan (LPK),
Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan/atau lembagabhga lainnya yang
dipersamakan dengan itu diberikan status sebag# Barkreditan Rakyat berdasarkan
undang-undang ini dengan memenuhi persyaratancti@ yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 59
Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluask@elum berlakunya undang-
undang ini sepanjang tidak bertentangan denganngnhgadang ini, dinyatakan tetap
berlaku sampai dengan dicabut, diganti atau dipenta

Pasal 59A
Badan khusus yang melakukan tugas penyehatan Petkam yang telah ada sebelum
berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap beka.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Dengan berlakunya Undang-undang ini maka :
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a. Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 tanggal 14 Séete1929 tentang Aturan-aturan

mengenai Badan-badan Kredit Desa dalam propingipsodi Jawa dan Madura di
luar wilayah kotapraja-kotapraja;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1962 tentang Bank BReguman Swasta
(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 58, Tambahan &emnbNegara Nomor
24389);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Ppkékk Perbankan (Lembaran
Negara Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Béganor 2842),

dinyatakan tidak berlaku lagi.

1.

2.

Pasal |1

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Peraturareritang Usaha Perkreditan
Yang Diselenggarakan Oleh Kelurahan Di Daerah Kadign Paku Alaman
(Rijksblaad Dari Daerah Paku AlamanTahun 1937 Nomd), dinyatakan tidak
berlaku.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundagkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengangan Undang-undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Rgjgulndonesia.

1.

UU No.7 Tahun 1992

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 25 Maret 1992
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

ttd.
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Maret 1992
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd.
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR31
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2. UU No0.10 Tahun 1998
Disahkan di Jakarta
padatanggal 10 Nopember 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARISNEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 182
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992
TENTANG PERBANKAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1998

UMUM

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini empakan upaya
pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mpwlkan masyarakat yang
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-tlhlng Dasar 1945. Guna
mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunanards senantiasa
memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseingam berbagai unsur
pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuanga

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkarah yang semakin
menyatu dengan ekonomi regional dan internasionang dapat menunjang sekaligus
dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara ,ituperkembangan
perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat gkem tantangan yang semakin
kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai peswaian kebijakan di bidang
ekonomi termasuk sektor Perbankan sehingga diharapkakan dapat memperbaiki
dan memperkukuh perekonomian nasional.

Sektor Perbankan yang memiliki posisi strategis aghi lembaga intermediasi dan
penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yangngat menentukan dalam
proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan diperlukan penyempurnaan

terhadap sistem Perbankan nasional yang bukan hampancakup upaya penyehatan
bank secara individual melainkan juga penyehatanst&m Perbankan secara
menyeluruh. Upaya penyehatan Perbankan nasional raeh tanggung jawab

bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri danasyarakat pengguna jasa
bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dap&imbantu memelihara tingkat
kesehatan Perbankan nasional sehingga dapat berpersecara maksimal dalam
perekonomian nasional.

Agar pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksamgara efektif, kewenangan
dan tanggung jawab mengenai perizinan bank, yangne#da berada pada Menteri
Keuangan, menjadi berada pada Pimpinan Bank Indoreesehingga Bank Indonesia
memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang utuh tuk menetapkan perizinan,
pembinaan dan pengawasan bank serta pengenaan satgthadap bank yang tidak
mematuhi peraturan perbankan yang berlaku. Dengarerdikian, Bank Indonesia
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memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menildan memutuskan kelayakan
pendirian suatu bank dan atau pembukaan kantor bank

Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangk&etentuan mengenai kegiatan
usaha bank perlu disempurnakan terutama yang betieai dengan penyaluran dana,
termasuk di dalamnya peningkatan peranan Analisiseligenai Dampak Lingkungan
(AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan atau iséo tinggi.

Peranan Perbankan nasional perlu ditingkatkan sesudengan fungsinya dalam
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengaebih memperhatikan
pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasionahgan prioritas kepada koperasi,
pengusaha kecil, dan menengah, serta berbagai lapisnasyarakat tanpa diskriminasi
sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasal. Demikian pula bank
perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam eningkatkan kinerja
perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor.

Sementara itu, peranan bank yang menyelenggarakaggiatan usaha berdasarkan
Prinsip Syariah perlu ditingkatkan untuk menampungaspirasi dan kebutuhan

masyarakat. Oleh karena itu, Undang-undang ini mesrikan kesempatan yang

seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan Baryang menyelenggarakan

kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, term&spemberian kesempatan kepada
Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khgsunelakukan kegiatan

berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam rangka meningkatkan fungsi kontrol sosial teadap lembaga Perbankan,
ketentuan mengenai Rahasia Bank yang selama ini gantertutup harus ditinjau

ulang. Rahasia Bank dimaksud merupakan salah satnsur yang harus dimiliki oleh

setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyaragang mengelola dana
masyarakat, tetapi tidak seluruh aspek yang ditatahakan bank merupakan hal-hal
yang dirahasiakan.

Untuk menunjang kinerja Perbankan nasional diperl@n lembaga penunjang, baik
yang dimaksudkan untuk sementara waktu dalam rangkaengatasi persoalan
Perbankan yang dihadapi dewasa ini maupun yang #ifiga lebih permanen seperti
Lembaga Penjamin Simpanan. Guna memperkuat lemba@a&rbankan sebagai
lembaga kepercayaan masyarakat, diperlukan peraturanengenai tanggung jawab
pemegang saham yang dengan sengaja menyebabkank tididgaatinya ketentuan
Perbankan dengan dikenai ancaman sanksi pidana ydregat.

Sejalan dengan perkembangan tersebut di atas, dengdanya komitmen Indonesia
dalam berbagai forum internasional seperti World dde Organization (WTO), Asia-
Pacific Economic Cooperation (APEC), dan Associatiof South East Asian Nations
(ASEAN) diperlukan berbagai penyesuaian dalam penan Perbankan nasional
termasuk pembukaan akses pasar dan perlakuan noskdminatif terhadap pihak
asing. Upaya liberalisasi di bidang Perbankan dilakan sedemikian rupa sehingga
dapat sekaligus meningkatkan kinerja Perbankan nasal. Oleh karena itu, perlu
diberikan kesempatan yang lebih besar kepada pihaking untuk berperan serta
dalam memiliki bank nasional sehingga tetap terjadiemitraan dengan pihak
nasional.
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Dalam hubungan ini, perlu diperhatikan pula peratan perundang-undangan yang
berkaitan dengan Undang-undang ini, antara lain Uathg-undang Nomor 5 Tahun

1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-undang Nonf% Tahun 1992 tentang
Perkoperasian, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 temg Pengesahan Agreement
Establishing World Trade Organization, Undang-undgnNomor 1 Tahun 1995

tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 8htlin 1995 tentang Pasar
Modal, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang UsaKecil, dan Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungana&tTanah Beserta Benda-
benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Butir 1 sampai dengan Butir 28
Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adaldemokrasi ekonomi
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mengkhususkan diri untuk akssinakan
kegiatan tertentu” adalah antara lain melaksanakagiatan pembiayaan
jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan rasipe
pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemahlgsr kecil,
pengembangan ekspor non migas, dan pengembangabamguman
perumahan.
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Bank umum dapat melakukan sebagian atau selurubt&egisaha sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf n. Masiasing bank dapat
memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlianbtttang usaha yang ingin
dikembangkannya. Dengan cara demikian kebutuhanyaresat terhadap
berbagai jenis jasa bank dapat dipenuhi oleh dosibankan tanpa mengabaikan
prinsip kesehatan dan efisiensi.

Huruf

Huruf

Huruf

Huruf

a
Cukup jelas
b
Cukup jelas
c

Bank dapat menerbitkan surat pengakuan hutan§ kang
berjangka pendek maupun yang berjangka panjangat Sur
pengakuan hutang yang berjangka pendek adalah asetzam
dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan pasal 2R8@ak
Undang-undang Hukum Dagang, yang dalam pasar uikegall
sebagai Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), yaitmgwodan
wesel maupun jenis lain yang mungkin dikembangkamasa
yang akan datang. Surat pengakuan hutang berjapghkgng
dapat berupa obligasi atau sekuritas kredit.

d

Usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf ini mepclégiatan
membeli, menjual atau menjamin surat-surat berheasgperti
tersebut pada penjelasan huruf ¢ dan surat-serfiaiga yang
diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia

Butir 1

Cukup jelas
Butir 2

Cukup jelas
Butir 3

Cukup jelas
Butir 4

Cukup jelas
Butir 5

Cukup jelas
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Butir 6
Cukup jelas
Butir 7

Ketentuan ini dimaksud untuk menampung kemungkinan
adanya jenis surat berharga lain, selain dari yeshgh
disebutkan pada butir 1 sampai dengan butir 6.

Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Kegiatan ini mencakup antara lain inkaso danrigjri
Huruf h

Yang dimaksud dengan “menyediakan tempat” dalatenkean
ini adalah kegiatan bank yang semata-mata melakp&ayewaan
tempat penyimpanan barang dan surat berhargay(daigj tanpa
perlu diketahui mutasi dan isinya oleh bank.

Huruf i

Dalam melakukan kegiatan penitipan, bank meneritipan harta
penitip dengan mengadministrasikannya secara stdrpidari
kekayaan bank. Mutasi dari barang titipan dilakkanaoleh bank
atas perintah penitip.

Huruf |

Dalam kegiatan ini bank berperan sebagai penglylamtara
nasabah yang membutuhkan dana dengan nasabah gamgkm
dana.

Huruf k
Dihapus
Huruf |

Kegiatan anjak piutang merupakan kegiatan penguarysutang
atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagadglam atau
luar negeri, yang dilakukan dengan cara pengantialal atau
pembelian piutang tersebut.

Usaha kartu kredit merupakan usaha dalam kegip¢anmberian
kredit atau pembiayaan untuk pembelian barang msa yang
penarikannya dilakukan dengan kartu. Secara telkanigi kredit
berfungsi sebagai sarana pemindahbukuan dalam ukelak
pembayaran suatu transaksi.
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Huruf

Huruf

Huruf

Huruf

37

m
Bank umum vyang melakukan kegiatan usaha secara
konvensional dapat juga melakukan kegiatan usahadesarkan
Prinsip Syariah melalui :

a. pendirian kantor cabang atau kantor di bawah kiam
cabang baru; atau

b. pengubahan kantor cabang atau kantor di bawalankor
cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvenal
menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan
Prinsip Syariah. Dalam rangka persiapan perubahammtor
bank tersebut, kantor cabang atau kantor di baw&hntor
cabang yang sebelumnya melakukan kegiatan usahaasa&c
konvensional dapat terlebih dahulu membentuk unit
tersendiri yang melaksanakan kegiatan berdasarkannBip
Syariah di dalam kantor bank tersebut.

Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah tidak melakaik
kegiatan usaha secara konvensional.

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank bnksia
memuat antara lain:

a. kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasanka
Prinsip Syariah;

b. pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah;

c. persyaratan bagi pembukaan Kantor Cabang yang
melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk
melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Sydria

n

Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank dalathini adalah
kegiatan-kegiatan usaha selain dari kegiatan tetqesda huruf a
sampai dengan huruf m, yang tidak bertentanganatepgraturan
perundang-undangan yang berlaku, misalnya memiveriank
garansi, bertindak sebagai bank persepsi, swapabumgmbantu
administrasi usaha nasabah dan lain-lain.

a
Cukup jelas

b
Cukup jelas
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Huruf ¢

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank bnkesia
memuat antara lain :

a. penyertaan modal sementara oleh bank berasali #anversi
kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berd&ser
Prinsip Syariah pada perusahaan yang bersangkutan;

b. persyaratan kegagalan kredit atau kegagalan pesayban
berdasarkan Prinsip Syariah yang dapat dikonversenjadi
penyertaan modal,

c. penyertaan modal tersebut wajib ditarik kembapabila:

I) telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (limajahun;
atau

i) perusahaan telah memperoleh laba;

d. penyertaan sementara tersebut wajib dihapus-bkdo dari
neraca bank, apabila dalam jangka waktu paling lama
(lima) tahun, bank belum berhasil menarik penyertaaya;

e. pelaporan kepada Bank Indonesia mengenai pengant
modal sementara oleh bank.

Huruf d
Cukup jelas

Ayat (1)

Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syarigtang diberikan
oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelakaannya bank
harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau p&ydan
berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk memgngi risiko
tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaarerdasarkan
Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuardan
kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajimga sesuai
dengan yang diperjanjikan merupakan faktor pentingang harus
diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum menizer kredit,
bank harus melakukan penilaian yang seksama terhapdavatak,
kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha darshlaah Debitur.

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur fxEman kredit,
maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah daip diperoleh
keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengemizaii
utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyekau hak tagih
yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tédmayang
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kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitungh yang bukti
kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lainayg sejenis dapat
digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib memingégunan berupa
barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyelny dibiayai,
yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Di samping itu, bank dalam memberikan kredit atauembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah harus pula memperhatikdasil Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaaryang
berskala besar dan atau berisiko tinggi agar proyg&ng dibiayai tetap
menjaga kelestarian lingkungan.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank bresia memuat
antara lain:

a. pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan rRip Syariah
dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;

b. bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan d&aesanggupan
Nasabah Debitur yang antara lain diperoleh dari pésian yang
seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunaam grospek
usaha dari Nasabah Debitur;

c. kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan gedur
pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prim8yariah;

d. kewajiban bank untuk memberikan informasi yarjglas mengenai
prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan desarkan
Prinsip Syariah;

e. larangan bank untuk memberikan kredit atau perapaan
berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yairgrbeda
kepada Nasabah Debitur dan atau pihak-pihak ter#si;

f. penyelesaian sengketa.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

40

Pasal 10
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢

Usaha lain yang dilarang pada huruf ¢ ini antara melakukan
kegiatan sebagai penjamin emisi efek (underwriter)

Pasal 11

Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan PrmsByariah oleh bank
mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalaniup@asannya, sehingga
dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengindggahwa kredit atau
pembiayaan dimaksud bersumber dari dana masyarakahg disimpan pada
bank, risiko yang dihadapi bank dapat berpengarulula kepada keamanan
dana masyarakat tersebut.

Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan niegkatkan daya
tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan ngatur penyaluran
kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan Prmstyariah, pemberian
jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa setgga tidak terpusat pada
Nasabah Debitur atau kelompok Nasabah Debitur tertie.

Ayat (1)

Kelompok (grup) merupakan kumpulan orang atau badamang satu
sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikanggengurusan,
dan atau hubungan keuangan.

Ayat (2)

Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimugighiin rendah dari
30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank. Peiager modal bank
ditetapkan oleh Bank Indonesia  sesuai dengan p&ngeyang
dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank. Baa&simum dimaksud
adalah untuk masing - masing peminjam atau seke&ngeminjam
termasuk perusahaan-perusahaan dalam kelompoksgamy

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
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Huruf b

Cukup jelas
Huruf c

Cukup jelas
Huruf d

Yang dimaksud dengan keluarga dalam ketentuan imilalah
hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua banenurut
garis keturunan lurus maupun ke samping termasuk rhea,
menantu, dan ipar.

Huruf e

Cukup jelas
Huruf f

Cukup jelas

Ayat (4)

Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimugighiin rendah dari
10% (sepuluh perseratus) dari modal bank. Pengemmddal bank
ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan pigigeryang
dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank.

Ayat (4A)

Larangan ini dimaksudkan agar dalam memberikan kriédatau
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank mengkan asas-asas
perkreditan yang sehat. Bank dinyatakan melakukaelgnggaran atas
ayat ini apabila pada saat pemberiannya, saldo ktextau pembiayaan
tersebut melampaui batas maksimum yang telah dipé&n oleh Bank
Indonesia.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Dalam rangka penjabaran atas ketentuan mengenaassfungsi, dan
tujuan Perbankan pelaksanaannya senantiasa dise&aai dengan
tuntutan perkembangan pembangunan nasional, sepaiga tidak
bertentangan dengan program moneter Bank Indonesia.
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Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut deag Peraturan
Pemerintah memuat antara lain :

a. Kewajiban Bank Umum untuk menyalurkan kredit aigpembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah kepada koperasi, usakacil dan
menengah dengan prosedur dan persyaratan yang mudddn
lunak;

b. Program peningkatan taraf hidup rakyat banyakang berupa
penyediaan kredit dengan bunga rendah atau pembeya
berdasarkan Prinsip Syariah dengan tingkat bagi hiagang rendah;

c. Subsidi bunga atau bagi hasil yang menjadi bebanggaran
pendapatan dan belanja negara.

Pasal 12A
Ayat (1)

Pembelian agunan oleh bank melalui pelelangan dinsakikan untuk
membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaia@awdjiban
Nasabah Debiturnya. Dalam hal bank sebagai pemlagjunan Nasabah
Debiturnya, status bank adalah sama dengan pembalikan bank
lainnya.

Bank dimungkinkan membeli agunan di luar pelelangagimaksudkan
agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nakabebiturnya.

Bank tidak diperbolehkan memiliki agunan yang dibeya dan secepat-
cepatnya harus dijual kembali agar hasil penjualaagunan dapat
segera dimanfaatkan oleh bank.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut deag Peraturan
Pemerintah memuat antara lain :

a. Agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah agungang kreditnya
telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertie.

b. Agunan yang telah dibeli wajib dicairkan selambiambatnya dalam
jangka waktu satu tahun.

c. Dalam jangka waktu satu tahun, bank dapat menauipkan
kewajiban-kewajiban berkaitan dengan pengalihan hakas agunan
yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundamglangan
yang berlaku.
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Pasal 13
Huruf a

Penyebutan “bentuk lainnya yang dipersamakan daenga
dimaksudkan untuk menampung kemungkinan adanyaukent
penghimpunan dana dari masyarakat oleh Bank Rkt&kne
Rakyat yang serupa dengan deposito berjangka daumdan
tetapi bukan giro atau simpanan lain yang dapatikidengan
cek.

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c

Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan
usahanya berdasarkan Prinsip Syariah tidak diperkarkan
melaksanakan kegiatan secara konvensional. Demikigunga
Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan Umsa
secara konvensional tidak diperkenankan melakukaediatan
berdasarkan Prinsip Syariah.

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank bresia
memuat antara lain:

a. Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasank
Prinsip Syariah;

b. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah.
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 14

Larangan ini dimaksudkan untuk meyesuaikan dengegiatan usaha Bank
Perkreditan Rakyat yang terutama ditujukan untukayaai usaha-usaha kecil
dan masyarakat di daerah pedesaan. Untuk itu jemis-pelayanan yang dapat
diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat disesuadargan maksud tersebut.

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Larangan yang dimaksud dalam huruf ini tidak tesukakegiatan
tukar menukar valuta asing (money changer). Unt@takukan
usaha tukar menukar valuta asing, Bank Perkredttkyat harus
memenuhi ketentuan Bank Indonesia
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Huruf ¢

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Huruf e

Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh sippa pada
dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, rgemgat dalam
kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang rdmya disimpan
pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubumgiengan itu
dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpuana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilaka oleh pihak
yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umatau sebagai
Bank Perkreditan Rakyat.

Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembagankaya yang juga
melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakaalam
bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya gatlakukan
oleh kantor pos, oleh dana pensiun, atau oleh pgahaan asuransi.
Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup agdi kegiatan
usaha Perbankan berdasarkan ketentuan dalam ayat. iKegiatan
penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukanebl lembaga-
lembaga tersebut diatur dengan undang-undang terden

Ayat (2)

Dalam hal memberikan izin usaha sebagai Bank Umunand Bank
Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia selain memperian pemenuhan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini,gau wajib
memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antaan, tingkat
kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentserta pemerataan
pembangunan ekonomi nasional.
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Huruf a

Pada Bank Umum dimungkinkan kepengurusan pihak Bgi
sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perumgia
undangan yang berlaku.

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c

Persyaratan kepemilikan dimaksud termasuk jumlah rise
komposisi kepemilikan pihak asing yang diizinkan g¢ea Bank
Umum.

Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (3)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank bresia memuat
antara lain :

a. persyaratan untuk menjadi pengurus bank antal@n menyangkut
keahlian di bidang Perbankan dan konduite yang baik

b. larangan adanya hubungan keluarga di antara pgurus bank;

c. modal disetor minimum untuk pendirian Bank Umurdan Bank
Perkreditan Rakyat;

d. batas maksimum kepemilikan dan kepengurusan;
e. kelayakan rencana kerja;
f. batas waktu pemberian izin pendirian bank.

Pasal 17
Dihapus

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kantor di bawah kantor cabaagtara lain
mencakup kantor cabang pembantu dan kantor kas.

Dalam rangka memenuhi penyediaan layanan jasa Pankan,
dimungkinkan pula pembukaan jenis kantor lain didwah kantor
cabang, misalnya tempat pembayaran (payment poikgs mobil, dan
anjungan tunai mandiri (ATM).

Rencana pembukaan kantor dimaksud wajib terlebihhddu dilaporkan
kepada Bank Indonesia.

Ayat (4)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank bresia memuat
antara lain :

a. persyaratan tingkat kesehatan bank;

tingkat persaingan yang sehat antar bank;

tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilalgdertentu;
pemerataan pembangunan ekonomi nasional;

®© 2 o0 o

batas waktu pemberian izin pembukaan kantorasebat-lambatnya
60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonanetiina secara
lengkap;

f. batas waktu dan alasan penolakan;
g. batas waktu pelaporan pembukaan kantor di bawkantor cabang.

Pasal 19
Ayat (1)
Dalam memberikan izin pembukaan kantor cabang BaRlerkreditan
Rakyat, Bank Indonesia selain memperhatikan pememanhpersyaratan
sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, juga wajib npeThatikan
tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkagjknuhan jumlah

bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemeratapembangunan
ekonomi nasional.

Pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Perlli@an Rakyat
tidak memerlukan izin. Rencana pembukaan kantor diksud waijib
terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank bresia memuat
antara lain:

a. persyaratan tingkat kesehatan Bank Perkreditaakyat;
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tingkat persaingan yang sehat antar Bank Perkiteeh Rakyat;

tingkat kejenuhan jumlah kantor Bank PerkreditafRakyat dalam
suatu wilayah tertentu;

pemerataan pembangunan ekonomi nasional;

batas waktu pemberian izin pembukaan kantor sebat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan efiima secara
lengkap;

f. batas waktu dan alasan penolakan.
Pasal 20

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan bank yang berkedudukan di luergeri adalah
bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan W@ntor pusat di
luar negeri. Dengan demikian, bank yang bersangkotaunduk pada
hukum di tempat bank tersebut didirikan.
Dalam memberikan izin pembukaan jenis kantor-kantatimaksud,
Bank Indonesia selain memperhatikan tingkat kesehat bank juga
memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antaani, tingkat
kejenuhan jumlah kantor bank dalam suatu wilayah rtentu serta
pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelas
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Huruf d

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan wadalyi ba
penyelenggaraan lembaga perbankan yang lebih #adilBank
Perkreditan Rakyat, seperti bank desa, lumbung, deskan kredit
desa, dan lembaga-lembaga lainnya sebagaimana sdichalalam

Pasal 58.

Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)

Huruf a

Yang termasuk dalam pengertian badan hukum Indoresi
antara lain adalah Negara Republik Indonesia, Badadsaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi,ath badan
usaha milik swasta.

Huruf b

Ayat (2)

Dalam hal salah satu pihak yang akan mendirikan BRiJmum
adalah badan hukum asing, yang bersangkutan terlelmahulu
harus memperoleh rekomendasi dari otoritas moneteegara
asal. Rekomendasi dimaksud sekurang-kurangnya mamu
keterangan bahwa badan hukum asing yang bersangkuta
mempunyai reputasi yang baik dan tidak pernah meal&kan
perbuatan tercela di bidang Perbankan.

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank bresia memuat
antara lain :

a. kepemilikan saham;
b. persyaratan dokumen yang harus dipenuhi;

c. kondisi keuangan calon pendiri bank.

Pasal 23

Dalam hal Bank Perkreditan Rakyat dimiliki oleh Bachukum Indonesia, maka
badan hukum Indonesia dimaksud seluruh pemilikngalada warga negara

Indonesia.
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Cukup jelas

Pasal 25

Saham bank dalam bentuk saham atas nama dimaksudkuk dapat
mengetahui perubahan kepemilikan saham bank.

Pasal 26
Ayat (1)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk mempegtustruktur
permodalan, penyebaran kepemilikan, dan meningkatrkkinerja bank
tersebut.
Emisi saham dapat dilakukan melalui bursa efek didonesia dan atau
di luar negeri.
Ayat (2)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk membulk@sempatan
yang lebih luas kepada berbagai pihak, baik Indomesnaupun asing
untuk turut serta memiliki Bank Umum.
Ayat (3)
Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut deag Peraturan
Pemerintah memuat antara lain:
a. persyaratan kepemilikan saham termasuk kondiguangan calon
pemilik bank;
b. persyaratan dokumen yang harus dipenuhi.
Pasal 27

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Rencana pengalihan kepemilikan bank yang dilakukasecara
langsung harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bl
Indonesia. Pelaporan ini dimaksudkan untuk memasdik agar
peralihan kepemilikan dilakukan kepada pihak-pihakyang
memenuhi persyaratan sebagai pemilik bank.

Peralihan kepemilikan saham bank yang dilakukan nadli
bursa efek dilaporkan kepada Bank Indonesia apabila
kepemilikan suatu pihak melalui bursa efek tersebuelah
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mencapai jumlah tertentu yang dapat mempengaruhlganya
pengelolaan bank sesuai dengan ketentuan yang dipean oleh
Bank Indonesia.

Pasal 28
Ayat (1)
Dalam melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisajb dihindarkan
timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada suatudwmpok dalam
bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Demikigoula merger,
konsolidasi, dan akuisisi yang dilakukan, tidak ki merugikan
kepentingan para nasabah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 29

Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

Yang dimaksud dengan pembinaan dalam ayat (1) imiaéah upaya-
upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraor yang
menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepemgan, kegiatan
usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungdengan kegiatan
operasional bank.

Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ayat (1) meliputi

pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bénpengawasan
dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi lapan bank, dan
pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yargysul dengan
tindakan-tindakan perbaikan.

Sejalan dengan itu Bank Indonesia diberi kewenangamanggung
jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan rpbinaan dan
pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-apagik yang
bersifat preventif maupun represif.

Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkanstem pengawasan
intern dalam rangka menjamin terlaksananya prosesrnmambilan
keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengansip kehati-
hatian.

Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari syarakat yang
disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiapkbperlu terus
menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan yaeskat
padanya.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

51

Ayat (4)

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnyaisiko
kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk mengbeh
informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank enjadi lebih
terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparardgalam dunia
Perbankan.

Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, tesuk kecukupan
modal dan kualitas aset.

Apabila informasi tersebut telah disediakan, bankiadggap telah
melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut pertiberikan dalam
hal bank bertindak sebagai perantara penempatan daghari nasababh,
atau pembelian/penjualan surat berharga untuk kegeman dan atas
perintah nasabahnya.

Ayat (5)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank bmkesia memuat
antara lain:

a. ruang lingkup pembinaan dan pengawasan;

b. kriteria penilaian tingkat kesehatan;

c. prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan;

d. pedoman pemberian informasi kepada nasabah.

Pasal 30
Ayat (1) dan ayat (2)

Kewajiban penyampaian keterangan dan penjelasan gaberkaitan
dengan kegiatan usaha suatu bank kepada Bank Indsiaediperlukan
mengingat keterangan tersebut dibutuhkan untuk memau keadaan
dari suatu bank. Pemantauan keadaan bank perlu dilkkan dalam
rangka melindungi dana masyarakat dan menjaga keb@aan lembaga
perbankan.

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankaamya dapat
ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiataisahanya
selalu berada dalam keadaan sehat. Oleh karena itlalam rangka
memperoleh kebenaran atas laporan yang disampaikéeh bank, Bank
Indonesia diberi wewenang untuk melakukan pemeriksabuku-buku
dan berkas-berkas yang ada pada bank.

Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 31
Pada dasarnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Banlkdonesia
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dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya satahun sekali untuk
setiap bank. Di samping itu, pemeriksaan dapat #il&kan setiap waktu jika
dipandang perlu untuk meyakinkan hasil pengawasamak langsung dan
apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan daraktik Perbankan yang
sehat.

Terhadap keuangan negara yang dikelola oleh suatank, Badan Pemeriksa
Keuangan dapat melakukan pemeriksaan pada bank ya@egsangkutan.

Pasal 31A

Pemeriksaan terhadap bank yang dilakukan oleh Akant Publik adalah
pemeriksaan setempat yang merupakan bentuk pendsdem wewenang Bank
Indonesia selaku otoritas pembina dan pengawas bhank

Pasal 32
Dihapus
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank bmesia memuat
antara lain:
a. jenis, prosedur, dan ruang lingkup pemeriksaan;
b. jangka waktu dan pelaporan hasil pemeriksaan;
c. tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
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Cukup jelas

Pasal 36

Pengecualian ini dapat diberikan dengan memperhattk kemampuan yang
dimiliki oleh Bank Perkreditan Rakyat yang bersangtan.

Pasal 37

Ayat (1)

Keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan nga
membahayakan kelangsungan usahanya apabila berd&aarpenilaian
Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin memburwuntara lain,
ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas &skkuiditas, dan
rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak akukan berdasarkan
prinsip kehati-hatian dan asas Perbankan yang sehat

Dalam ayat ini ditetapkan langkah-langkah yang per dilakukan
terhadap bank yang mengalami kesulitan dan membahlegn
kelangsungan usahanya, agar tidak terjadi pencabuot&in usahanya
dan atau tindakan likuidasi sebagaimana dimaksudlaa ayat (2).

Langkah-langkah dimaksud dilakukan dalam rangka memrtahankan/
menyelamatkan bank sebagai lembaga kepercayaan iauadat.

Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ayat ini adal pihak-pihak di
luar bank yang bersangkutan, baik bank lain, badaosaha lain
maupun individu yang memenuhi persyaratan.

Ayat (2)

Kriteria membahayakan sistem perbankan yaitu apabiltingkat
kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan uss suatu bank
tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepattank lain,
sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampakraetai kepada
bank-bank lain.

Ayat (3)

Pasal 37A

Cukup jelas

Ayat (1) dan ayat (2)

Yang dimaksud dengan kesulitan Perbankan yang memmdgakan
perekonomian nasional adalah suatu kondisi sisteraripankan yang
menurut penilaian Bank Indonesia terjadi krisis kepcayaan
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masyarakat terhadap Perbankan yang berdampak kep&dgat hidup
orang banyak.

Hal ini memerlukan peran langsung dari Pemerintah niuk
menanggulanginya melalui kebijakan dan tindakan ygnberdampak
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Mengingat hal tersebut di atas, dalam hal pemberdnkbadan khusus
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah redokan
konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republikdonesia.
Konsultasi tersebut dilakukan dengan Komisi yang migidangi
keuangan dan Perbankan untuk mendapatkan persetujua

Badan khusus dimaksud ditetapkan dengan Keputusaregtden dan
bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Badan khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini béas sementara
sampai dengan selesainya tugas yang diberikan kepbddan ini yaitu :

a. Penyehatan bank yang diserahkan oleh Bank Indsree

b. Penyelesaian aset bank baik aset fisik maupurwigban debitur
melalui Unit Pengelola Aset (Asset Management Unit)

C. pengupayaan pengembalian uang negara yang tekafsalur kepada

bank-bank.
Ayat (3)

Huruf a
Dengan dilakukannya pengambilalihan segala hak dan
wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenaumpR
Umum Pemegang Saham, badan khusus dapat melakukan
pengelolaan dan pengurusan bank dalam program pemgn,
selanjutnya segala hak dan wewenang pemegang saham
termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham
bank dalam program penyehatan menjadi beralih kepadadan
khusus.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Dengan ketentuan ini badan khusus dapat menguasai,
mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan sepdralnya
sebagai pemilik.

Huruf d

Dalam hal peninjauan ulang, pembatalan, pengakhirardan
atau perubahan kontrak oleh badan khusus tersebut
menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, pihak tersetbhanya
dapat menuntut penggantian yang tidak melebihi rilmmanfaat
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yang telah diperoleh dari kontrak dimaksud setelaierlebih
dahulu membuktikan secara nyata dan jelas kerugiarang
dialaminya.

Huruf e

Penjualan atau pengalihan kekayaan oleh badan khssdiikuti
dengan beralihnya hak kebendaan kepada pembeli. §em
demikian pembeli memperoleh kepastian hukum beralfa hak
atas kekayaan tersebut.

Penjualan atau pengalihan dapat dilakukan secaranigsung
atau melalui penawaran umum untuk memperoleh harga
terbaik.

Huruf f

Pihak lain menurut ayat ini adalah perseorangan, Ban Usaha
Milik Negara, badan usaha milik swasta, dan atauden hukum
lainnya.

Huruf g

Pihak lain menurut ayat ini adalah perseorangan, Ban Usaha
Milik Negara, badan usaha milik swasta, dan atauden hukum
lainnya.

Huruf h
Cukup jelas
Huruf i

Menurut ketentuan ini atas piutang bank terhadaphak ketiga
yang diambil alih badan khusus, badan khusus dapa¢lakukan
tindakan penagihan piutang dengan penerbitan Sur&aksa,
dengan berdasarkan pada catatan utang debitur yang
bersangkutan pada bank dalam program penyehatan.

Surat Paksa ini berkepala kata-kata “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukwang
sama dengan putusan pengadilan yang telah memiklkkuatan
hukum tetap. Dalam hal tindakan penagihan piutangdak
diindahkan oleh pihak berutang, badan khusus dapatlakukan
penyitaan atas hak kekayaan milik pihak yang beratatersebut,
dan selanjutnya dapat melakukan pelelangan atas taapihak
yang berutang dalam rangka pengembalian piutang @iksud.
Harta yang tidak dapat disita meliputi perlengkaparumah
tangga, buku-buku, dan peralatan kerja untuk kelasgngan
hidup dari yang berutang.
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Walaupun badan khusus ini diberi kewenangan untuk
melakukan penagihan paksa, tata cara pelaksanaannigap
memperhatikan aspek kepastian hukum dan keadilan.

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k

Untuk memperoleh keterangan dimaksud, badan khusiespat
meminta bantuan alat negara penegak hukum yang benang.

Yang dimaksud pihak manapun adalah Pihak Terafiliaglan
pihak-pihak lain yang terlibat atau patut diduga ébat,
termasuk badan hukum yang dimiliki oleh bank atauitfak
Terafiliasi.

Huruf |

Kerugian yang dimaksud dapat disebabkan oleh traksiatidak
wajar yang melibatkan bank dalam program ini. Traaksi tidak
wajar antara lain:

a. transaksi yang menguntungkan pihak-pihak tertensecara
tidak sah;

b. transaksi yang tidak berisikan syarat-syarat yamerupakan
hasil negosiasi antara pihak-pihak yang tidak bei#si;
atau

c. transaksi yang mengakibatkan bank tersebut memex nilai
yang tidak sepadan dengan nilai yang dilepaskan wata
diserahkan oleh bank itu.

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Tindakan lain yang dimaksud antara lain membentukuatu
divisi dalam badan khusus atau membentuk dan ataelakukan
penyertaan modal dalam suatu badan hukum.
Ayat (4)
Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak manapun tidakencegah
atau menunda pelaksanaan tindakan hukum yang dild&an oleh
badan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal Dalam hal atas
upaya hukum tersebut dikeluarkan putusan pengadilayang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) memendag pihak
manapun tersebut, badan khusus wajib mematuhi pwnspengadilan
tersebut.
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Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas
Ayat (7)

Cukup jelas
Ayat (8)

Cukup jelas
Ayat (9)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut deag Peraturan
Pemerintah memuat antara lain:

a. pendirian badan khusus;

b. anggaran dan pengeluaran badan khusus;
c. tata cara penagihan piutang bank dalam prograranyehatan;
d. tata cara penyertaan modal untuk sementara;
e. pembubaran;
f. tata cara penyehatan bank.
Pasal 37B

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan diperlukanlata rangka
melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus menatkan
kepercayaan masyarakat kepada bank.

Dalam menyelenggarakan penjaminan simpanan dana yaskat
pada bank, Lembaga Penjamin Simpanan dapat mengdtara:

a. skim dana bersama,;

b. skim asuransi; atau

c. skim lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.
Ayat (3)

Cukup jelas
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Ayat (4)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut deag Peraturan
Pemerintah memuat antara lain:

a. pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan;

b. struktur organisasi;

c. pilihan skim penjaminan;
d. kewajiban bank untuk menjadi anggota.

Pasal 38
Ayat (1)
Ketentuan dalam Pasal ini berlaku pula dalam hal mgangkatan atau
perubahan pejabat pimpinan yang setingkat direkgirdanggota dewan
komisaris, bagi bank yang berbentuk hukum koperasi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 39
Ayat (1)

Penggunaan tenaga asing oleh bank dimungkinkan, s&is dengan
kebutuhan bank yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Umum,ni@éga asing
dimaksud bersifat sementara dan terbatas pada tenadli, penasehat
dan konsultan, sesuai dengan kebutuhan bank yangrdamgkutan.
Sedangkan dalam hal bank campuran dan cabang daank yang
berkedudukan di luar negeri, tenaga asing tersehlisesuaikan dengan
sifat kepemilikan oleh asing. Namun demikian pengmaan tenaga
asing dalam bank campuran dan cabang dari bank yalperkedudukan
di luar negeri, wajib disesuaikan dengan programdanesianisasi.

Ayat (2)

Yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut am lain adalah
mengenai persyaratan-persyaratan sebagai penjabakatentuan dalam
ayat (1) misalnya jenis pekerjaan atau keahlian y;anmasih
memerlukan tenaga asing dan jangka wakiu penggunaasesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku didang
ketenagakerjaan.
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Pasal 40
Ayat (1)
Apabila nasabah bank adalah Nasabah Penyimpan ya®daligus juga
sebagai Nasabah Debitur, bank wajib tetap merah&sia keterangan
tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai NasaBahyimpan.
Keterangan mengenai nasabah selain sebagai Nasali@mnyimpan,
bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakaank.
Bagi bank yang melakukan kegiatan sebagai lembagmpnjang pasar
modal, misalnya bank selaku kustodian dan atau WAimanat, tunduk
pada ketentuan perundang-undangan di bidang pasaoadal.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 41A
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 42
Ayat (1)

Kata dapat dimaksudkan untuk memberikan penegasamwa izin oleh
Pimpinan Bank Indonesia akan diberikan sepanjang mp@&ntaan
tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diswak dalam ayat

3).


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

60

Ayat (2)

Pemberian izin oleh Bank Indonesia harus dilakukarselambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumenrpietaan diterima
secara lengkap.

Ayat (3)

Pasal 42A

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 43

Dalam hal perkara perdata antara bank dengan nas@bga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ini, bank dapat menginformaaik keadaan keuangan
nasabah yang dalam perkara serta keterangan lainngaberkaitan dengan
perkara tersebut, tanpa izin dari Menteri.

Pasal 44
Ayat (1)
Tukar menukar informasi antar bank dimaksudkan unku
memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha banktasa lain
guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui kealadan status
dari suatu bank yang lain. Dengan demikian bank datpmenilai tingkat
risiko yang dihadapi, sebelum melakukan suatu trahksi dengan
nasabah atau dengan bank lain.
Ayat (2)
Dalam ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjutleth Bank
Indonesia antara lain diatur mengenai tata cara pgammpaian dan
permintaan informasi serta bentuk dan jenis informsatertentu yang
dapat dipertukarkan, seperti indikator secara garisesar dari kredit
yang diterima nasabah, agunan, dan masuk tidaknya&bdur yang
bersangkutan dalam daftar kredit macet.
Pasal 44A
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
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Pasal 45

Apabila permintaan pembetulan oleh pihak yang meaaslirugikan akibat
keterangan yang diberikan oleh bank tidak dipenublieh bank, maka masalah
tersebut dapat diajukan oleh pihak yang bersangkoat&e Pengadilan yang
berwenang.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semuaapejan karyawan
bank.

Pasal 47A
Cukup jelas

Pasal 48
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejalvét Yeng diberi
wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakars tagarasional
bank, dan karyawan yang mempunyai akses terhadapniasi mengenai
keadaan bank.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semuaalpgj dan
karyawan bank.
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Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semugalpat
dan karyawan bank.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejaank yang
mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang hal-jxang
berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 50A
Cukup jelas

Pasal 51
Ayat (1)

Perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalamppash tersebut
dalam ayat ini digolongkan sebagai tindak pidanahaan, berarti bahwa
terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenadacaman
hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan apdi@hya sekedar
sebagai pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bedalal lembaga yang
menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat keypadaehingga
perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kemencamasyarakat
kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugidak maupun
masyarakat, perlu selalu dihindarkan.

Dengan digolongkan sebagai tindak kejahatan, dikara akan dapat
lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap keten dalam Undang-
undang ini.

Mengenai tindak pidana kejahatan yang dilakukam @leggota Dewan
Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank PerkreditakyRt pada dasarnya
berlaku ketentuan-ketentuan tentang sanksi pidaadamd Bab VI,
mengingat sifat ancaman pidana dimaksud berlakunumu

Ayat (2)
Cukup jelas
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Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank bresia memuat
antara lain:
a. jenis-jenis sanksi administratif;
b. tata cara pelaksanaan sanksi administratif;
c. tindak lanjut pelaksanaan sanksi administratif
d. pengawasan pelaksanaan sanksi administratif.
Pasal 53

Sanksi administratif dalam Pasal ini dapat berupa :

a. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlahngatertentu sebagai
akibat tidak dipenuhinya ketentuan dalam Undang-uadg ini;

penyampaian tegoran-tegoran tertulis;
larangan untuk menjalankan fungsi sebagai dirakatau komisaris bank;
larangan untuk memberikan jasanya kepada perbank

penyampaian usul kepada instansi yang berwenamguk mencabut atau
membatalkan izin usaha sebagai pemberi jasa bagnkbaantara lain
terhadap konsultan, konsultan hukum, akuntan publikenilai).

® a0 o

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Penyesuaian bentuk hukum bank-bank milik negara sgaimana
diatur dalam Pasal ini dilaksanakan berdasarkan Uadg-undang
Nomor 9 Tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah Nomo2 Tahun 1969.
Dengan demikian setelah penyesuaian bentuk hukunmkdoank milik
negara tersebut selesai, Undang-undang tentang paad bank-bank
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tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian pula Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 &kl berlaku
lagi 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undangadang ini.

Pasal 55

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Cukup jelas

56

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memungkinkan bankemenuhi ketentuan
batas maksimum pemberian kredit berdasarkan Undamggdang ini secara
bertahap, sehingga tidak menimbulkan kesulitan yangerat bagi perbankan
dalam memenuhi ketentuan dimaksud mengingat padaatsani berlaku
ketentuan batas maksimum pemberian kredit yang kehiinggi daripada
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 §2adan ayat (4).

57

Penyesuaian usaha Lembaga Keuangan Bukan Bank menjabank
berdasarkan Undang-undang ini dapat dilakukan dalan@angka waktu
selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak mulai bdwmya Undang-undang
ini. Sedangkan penyesuaian usaha Lembaga Keuangark& Bank menjadi
perusahaan efek didasarkan pada ketentuan di bidgagar modal.

58

Mengingat lembaga-lembaga dimaksud dalam Pasal telah tumbuh dan
berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia,rtse masih diperlukan
oleh masyarakat, maka keberadaan lembaga tersebakw. Oleh karenanya
Undang-undang ini memberikan kejelasan status dalembaga-lembaga
dimaksud. Selanjutnya untuk menjamin kesatuan darederagaman dalam
pembinaan dan pengawasan, maka dengan Peraturan Bentah ditetapkan
persyaratan dan tata cara pemberian status lembdgmabaga dimaksud
sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

59

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan adaaykekosongan hukum
dan menampung pengaturan masalah-masalah yang tirhilsampai dengan
dikeluarkannya peraturan yang baru.
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Pasal

Pasal

Pasal

65

59A

Badan khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini bé&assementara, dengan
tugas khusus melakukan langkah-langkah yang dipekln untuk
menyehatkan Perbankan nasional.

Badan yang telah ada saat ini dalam rangka melakukapaya penyehatan
Perbankan, tetap dapat melakukan tugas penyehatarinkan berdasarkan
Undang-undang ini.

60
Cukup jelas

61
Cukup jelas

I
Cukup jelas

- PENJELASAN UU NO.7 TAHUN 1992
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3472

- PE

NJELASAN UU NO.10 TAHUN 1998

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3790

Disalin sesuai dengan bunyinya
Direktur Direktorat Hukum

BANK INDONESIA

ttd.

Yunus Husein, SH, LL.M.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONES A
NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992
TENTANG PERBANKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka
mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945,

b. bahwadalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan
terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan
penyesuai an kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan;

c. bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang
perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang
perekonomian khususnya sektor Perbankan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢ di atas, dipandang perlu mengubah
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-undang;

Mengingat ;

1. Pasal 5ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3472);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG
PERBANKAN.
Pasal |
Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta
cara dan proses dalam mel aksanakan kegiatan usahanya;

2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk |ainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup
rakyat banyak;

3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip
Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

4. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan
Prinsip Syariah yang dalam kegiatannyatidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran,;

5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan
dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan
denganitu;

6. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro,
sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan;

7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan
perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank;

8. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat
dipindahtangankan;

9. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati,
tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;

10. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya,
atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar
modal dan pasar uang;
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

23.

24.

25,

26.

27.
28.

N

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjammeminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi
utangnya setel ah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;
Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewagjibkan pihak yang dibiayai
untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbal an atau bagi hasil;
Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan
dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara
lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan
modal (musharakah), prinsip jua beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan
barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan
kepemilikan atas barang yang disewadari pihak bank oleh pihak lain (ijarah waiqtina);

Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dengan penitip,

dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut;

Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan

pemegang Surat Berharga berdasarkan perjanjian antara Bank Umum dengan emiten Surat Berharga yang

bersangkutan;

Nasabah adal ah pihak yang menggunakan jasa bank;

Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan

perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;

Nasabah debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah

atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;

Kantor Cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang

bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut mel akukan usahanya;

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang

berlaku;

Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku;

Pihak Terafiliasi adalah:

a. anggotadewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;

b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank
yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan
konsultan lainnya;

d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain
pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga
pengurus;

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian

fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;

Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan

nasabah penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya;

Merger adalah penggabungan dari dua bank atau |ebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu

bank dan membubarkan bank-bank |ainnya dengan atau tanpa melikuidasi;

Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan

membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi;

Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank;

Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan

dan simpanannya."

Ketentuan Pasal 6 huruf k dihapus.
Ketentuan pasal 6 huruf m diubah, sehingga Pasal 6 huruf m menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6
m. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."
Ketentuan Pasal 7 huruf ¢, diubah sehingga Pasal 7 huruf ¢ menjadi berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 7
c. melakukan kegiatan penyertaan maodal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan"

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 seluruhnyaberbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8
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(1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai
keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah
debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang
diperjanjikan.

(2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip
Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) diubah, serta menambah ayat baru di antara ayat (4) dan ayat (5) yang

dijadikan ayat (4A), sehingga Pasal 11 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4A) menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 11
Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga atau hal lain yang serupa,
yang dapat dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada
perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.
Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa
yang dapat dilakukan oleh bank kepada:
Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
Anggotadewan komisaris;
Anggotadireksi;
Keluargadari pihak sebagaimana dimaksud dalam huhruf a, huruf b, dan huruf c;
Pejabat bank lainnya; dan
Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud
dalam huruf &, huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e.

~ooo0oTw

(4A) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas

7.

10.

maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimanadiatur dalam ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)."

Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12
(1) Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan
koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama
dengan Bank Umum.
(2) Ketentuan mengenai kerjasama dengan Bank Umum sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah."

Menambah ketentuan baru di antara Pasal 12 dan Pasal 13 yang dijadikan Pasal 12A, yang berbunyi sebagai
berikut:

"Pasal 12 A
(1) Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar
pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk
menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam ha nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada
bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

Ketentuan Pasal 13 huruf ¢ diubah, sehingga Pasal 13 huruf ¢ menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 13
c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."

Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 seluruhnyaberbunyi sebagai berikut:

"Pasal 16

(1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib
terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan
Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan
Undang-undang tersendiri.

(2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
a.  Susunan organisasi dan kepengurusan;
b. Permodaan;
c. Kepemilikan,


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

11

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

d. Keahlian di bidang Perbankan;

e. Kelayakan rencanakerja.

(2) Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank
Indonesia."

Ketentuan Pasal 17 dihapus.
Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 18

(1) Pembukaan Kantor Cabang Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

(2) Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dari Bank Umum
hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

(3) Pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang Bank Umum wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank
Indonesia.

(4) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) ditetapkan oleh Bank Indonesia."

Ketentuan pasal 19 diubah, sehingga pasal 19 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 19
(1) Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank
Indonesia.
(2) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan oleh Bank Indonesia."

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 20
(1) Pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari suatu bank yang
berkedudukan di luar negeri, hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia."

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 21
(1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:
a  Perseroan Terbatas;
b. Koperasi; atau
c. Perusahaan Daerah."
Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 22
(1) Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:
a. Warganegara |Indonesiadan/atau badan hukum Indonesia; atau
b. Warganegara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan
hukum asing secara kemitraan.
(2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia."

Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 26
(1) Bank Umum dapat melakukan emisi ssham melalui bursa efek.
(2) Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia dan atau badan hukum asing dapat
membeli saham Bank Umum, baik secaralangsung dan atau melalui bursa efek.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah."

Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 27
Perubahan kepemilikan bank wajib:
a.  memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25,
dan Pasal 26; dan
b. dilaporkan kepada Bank Indonesia."
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23.
24.

25,

Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 28 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 28
(1) Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia."

Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 29

(1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.

(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset,
kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha
bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

(3) Daam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha
lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang
mempercayakan dananya kepada bank.

(4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko
kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

(5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
ditetapkan oleh Bank Indonesia."

Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 seluruhnya sebagai berikut:

"Pasal 31
Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila
diperlukan."

Menambah ketentuan baru di antara Pasal 31 dan Pasal 32 yang dijadikan Pasal 31A, yang berbunyi sebagai
berikut:

"Pasal 31 A
Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan
pemeriksaan terhadap Bank sebagai mana dimaksud dalam Pasal 31."

Ketentuan Pasal 32 dihapus.
Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 33
(1) Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A bersifat rahasia.
(2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A ditetapkan oleh
Bank Indonesia."

Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 37
(1) Daam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia
dapat melakukan tindakan agar:
a.  Pemegang saham menambah modal;
b. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank;
c. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan
memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.
(2) Apabila:
a.  Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi
bank; dan/atau
b. Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan,
Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk
segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan
membentuk tim likuidasi.
(3) Daam hal direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang
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beris pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

26. Menambah 2 (dua) ketentuan baru di antara Pasal 37 dan Pasal 38 yang dijadikan Pasal 37A dan Pasal 37B, yang
masi ng-masing berbunyi sebagai berikut:
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"Pasal 37A

Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian

nasional, atas permintaan Bank Indonesia, Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka

penyehatan perbankan.

Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan program penyehatan terhadap bank-bank

yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada badan dimaksud.

Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank, badan khusus sebagai mana dimaksud dalam

ayat (1) mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) sertawewenang lain yaitu:

a.  Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan
wewenang Rapat Umum Pemegang Saham;

b. Mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang Direksi dan Komisaris bank;

c. Menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan atas ¢ kekayaan milik atau yang menjadi
hak-hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak manapun, baik di dalam maupun di luar
negeri;

d. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan
pihak ketiga, yang menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank;

e. Menjua atau mengalihkan kekayaan bank, direksi, komisaris, dan pemegang saham tertentu di dalam
negeri ataupun di luar negeri, baik secaralangsung maupun melalui penawaran umum;

f. Menjua atau mengalihkan tagihan bank dan/atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain,

tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitur;

Mengalihkan pengel olaan kekayaan dan/atau menajemen bank kepada pihak lain;

Melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau melalui pengonversian

tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank;

i. Melakukan panagihan piutang bank yang sudah pasti dengan penerbitan Surat Paksa;

j- Melakukan pengosongan atas tanah dan/atau bangunan milik atau yang menjadi hak bank yang
dikuasai oleh pihak lain, baik ®ndiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang
berwenang;

k. Melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan
mengenai bank dalam program penyehatan, dan pihak manapun yang terlibat atau patut didugaterlibat,
atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyehatan tersebut;

I.  Menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program penyehatan dan
membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian
tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi, komisaris, dan atau pemegang saham, maka
kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan;

m. Menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham bank dalam program
penyehatan;

n. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang sebagaimana
dimaksud dalam huruf asampai dengan huruf m.

Tindakan penyehatan perbankan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah sah

berdasarkan Undang-undang ini.

Atas permintaan badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank dalam program penyehatan

wajib memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya termasuk memberikan kesempatan

bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan
dalam rangka memperol eh keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperoleh bank dimaksud.

Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf k wajib memberikan keterangan dan penjelasan

yang diminta oleh badan khusus.

Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri

Keuangan.

Apabila menurut penilaian Pemerintah, badan khusus telah menyelesaikan tugasnya, Pemerintah

menyatakan berakhirnya badan khusus tersebut;

K etentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

=

Pasd 37B
Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga
Penjamin Simpanan.
L embaga Penjamin Simpanan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah."
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Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 40
(1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pulabagi Pihak terefiliasi.”

Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 41 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 41
(1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang
mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti
tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak."

Menambah ketentuan baru di antara Pasal 41 dan Pasal 42 yang dijadikan Pasal 41A, yang berbunyi sebagai
berikut:

“Pasa 41 A

(1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang
Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan mengenai
simpanan nasabah debitur.

(2) 1zin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara.

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang
bersangkutan, dan alasan diperlukannya keuangan.

Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 42
Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada
Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa
pada bank.
Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepaa
Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau K etua Mahkamah Agung.
Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan Polisi, Jaksa, atau
Hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang
bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.”

Menambah ketentuan baru di antara Pasal 42 dan Pasal 43 yang dijadikan Pasal 42A, yang berbunyi sebagai
berikut:

"Pasal 42 A
Bank wajib memberikan keterangan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42."
Menambah ketentuan baru di antara Pasal 44 dan Pasal 45 yang dijadikan Pasal 44A, yang berbunyi sebagai
berikut:

"Pasal 44A
(1) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib
memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada
pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.
(2) Daam hal nasabah penyimpan telah meningga dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang
bersangkutan berhak memperol eh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.”

Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 46 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

(1) Barangsiapa menghimpun danadari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpaizin usahadari Pimpinan Bank
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)."

Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 47
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(1) Barangsiapatanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagai mana dimaksud
dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk
memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawa bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja
memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahunj serta denda sekurang-kurangnya Rp
4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

Menambah ketentuan baru di antara Pasal 47 dan Pasal 48 yang dijadikan Pasal 47A, yang berbunyi sebagai
berikut:

"Pasal 47A
Anggota dewan komisaris, direksi, aau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang
wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya
Rp4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (limabelas miliar rupiah).”

Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 48

(1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan
yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan
ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)
tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

(2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib
dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2),
diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun
dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah).".

Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 49
(1) Anggotadewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

a  membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan,
maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam
pembukuan atau dalam |aporan, maupun dalam dokumen atau |aporan kegiatan usaha, laporan transaksi
atau rekening suatu bank;

c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan
dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan
transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan,
menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-
kurangnya 5 (ima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar
rupiah).

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

a meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang
tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk
keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam
memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau
pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti
kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan
penarikan danayang melebihi batas kreditnya pada bank;

b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap
ketentuan dalam Undang-undang ini dan letentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang
berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8
(delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paing
banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 50
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Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan
ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang
berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurang 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan)
tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Menambah ketentuan baru di antara Pasal 50 dan Pasal 51 yang dijadikan Pasal 50A, yang berbunyi sebagai
berikut:
"Pasal 50A

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan
atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan
untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7
(tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)."

Ketentuan Pasal 51 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 51 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 51
(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal
50, dan Pasal 50A adalah kejahatan.”

Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 52

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48,
Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak
memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia
dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antaralain adalah:
a. Dendauang;

Teguran tertulis;

Penurunan tingkat kesehatan bank;

Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;

Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara

keseluruhan;

Pemberhentian pengurus bank dan sel anjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai

Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap

dengan persetujuan Bank Indonesia;

g. Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang
Perbankan.

(3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia."

Paoo o

—h

Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 55
Bank yang telah memiliki izin usaha pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan telah memperoleh
izin usaha berdasarkan Undang-undang ini."

Menambah ketentuan baru di antara Pasal 59 dan Pasal 60 yang dijadikan Pasal 59A, yang berbunyi sebagai
berikut:

"Pasal 59A
Badan khusus yang melakukan tugas penyehatan perbankan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-
Undang ini dinyatakan tetap berlaku."

Pasal 11

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Peraturan tentang Usaha Perkreditan yang Diselenggarakan oleh
Kelurahan Di Daerah Kadipaten Paku Alaman (Rijksblaad dari Daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9),
dinyatakan tidak berlaku.

Undang-undang ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannyadalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONES A
NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992
TENTANG PERBANKAN

UMUM

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan
dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, kesel asaran,
dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan
internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu,
perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh
karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga
diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkukuh perekonomian nasional.

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem perbankan
merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan
penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara
individual melainkan juga penyehatan sistem Perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan Perbankan nasional
menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank.

Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan Perbankan nasional

sehingga dapat berperan secaramaksimal dalam perekonomian nasional.

Agar pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana secara efektif, kewenangan dan tanggung jawab mengenai

perizinan bank, yang semula berada pada Menteri Keuangan, menjadi berada pada Pimpinan Bank Indonesia
sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang utuh untuk menetapkan perizinan,
pembinaan dan pengawasan bank serta pengenaan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan
yang berlaku. Dengan demikian, Bank Indonesia kewenangan dan tanggung jawab untuk menilai dan memutuskan
kelayakan pendirian suatu bank dan/atau pembukaan kantor cabang.

Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai usaha bank perlu disempurnakan

terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana, termasuk di dalamnya peningkatan peranan Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan atau berisiko tinggi.

Peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana
masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada
koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan
memperkuat struktur perekonomian nasional. Demikian pula bank perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam
meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor.

Sementara itu, peranan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah perlu ditingkatkan
untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Undang-undang ini memberikan kesempatan
yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan
Prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus
melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam rangka meningkatkan fungsi kontrol sosial terhadap lembaga perbankan, ketentuan mengenai rahasia bank
yang selamaini sangat tertutup harus ditinjau ulang, Rahasia Bank dimaksud merupakan salah satu unsur yang harus
dimiliki oleh setiap bank sebagai |lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, tetapi tidak
seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasi akan.

Untuk menunjang kinerja perbankan nasiona diperlukan lembaga penunjang, baik yang dimaksudkan untuk
sementara waktu dalam rangka mengatasi persoalan Perbankan yang dihadapi dewasa ini maupun yang sifatnyalebih
permanen seperti Lembaga Penjamin Simpanan. Guna memperkuat |embaga perbankan sebagai |embaga kepercayaan
masyarakat, diperlukan peraturan mengenai tanggung jawab pemegang saham yang dengan sengaja menyebabkan
tidak ditaatinya ketentuan perbankan dengan dikenai ancaman sanksi pidanayang berat.

Sejalan dengan perkembangan tersebut di atas, dengan komitmen Indonesia dalam berbagai forum internasional

seperti World Trade Organization (WTO), Asia Pasific Economic Cooperation (APEC), dan Association of South East
Asian Nations (ASEAN) diperlukan berbagai penyesuaian dalam peraturan perbankan nasional termasuk pembukaan
akses pasar dan perlakuan nondiskriminatif terhadap pihak asing. Upaya liberalisasi di bidang perbankan dilakukan
sedemikian rupa sehingga dapat sekaligus meningkatkan kinerja Perabankan nasional. Oleh kerenaitu, perlu diberikan
kesempatan yang lebih besar kepada pihak asing untuk berperan serta dalam memiliki bank nasional sehingga tetap
terjadi kemitraan dengan pihak nasional.

Dalam hubungan ini, perlu diperhatikan pula peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-undang
ini, antara lain Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing
Word Trade Organization, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha K ecil, dan Undang-
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undang Nomor 4 Taun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-benda Y ang Berkaitan Dengan
Tanah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal |

Angkal

Butir 1 sampai dengan Butir 28

Cukup jelas

Angka?2

Cukup jelas

Angka3

Pasal 6

Huruf m

Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan

Prinsip Syariah melalui:

a. pendirian kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru, atau

b. pengubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara
konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam rangka persiapan
perubahan kantor cabang tersebut, kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang sebelumnya
melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat terlebih dahulu membentuk unit tersendiri yang
mel aksanakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah di dalam kantor bank tersebut.

Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah tidak melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank |ndonesia memuat antaralain:

a.  kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan Prinsip Syariah;

b. pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah;

c. persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk
mel akukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Angka4

Pasal 7

Huruf ¢

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank |ndonesia memuat antaralain:

a.  Penyertaan modal sementara oleh bank kerasal dari konversi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah pada perusahaan yang bersangkutan;

b. Persyaratan kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang dapat dikonversi
menjadi penyertaan modal;

c. Penyertaan modal tersebut wajib ditarik kembali apabila:
i) telah melebihi jangkawaktu paling lama5 (lima) tahun; atau
ii) perusahaan telah memperoleh laba;

d. Penyertaan sementaratersebut wajib dihapusbukukan dari neraca bank, apabila dalam jangka waktu paling lama5
(lima) tahun, bank belum berhasil menarik penyertaannya;

e. Pelaporan kepada Bank Indonesia mengenai penyertaan modal sementara oleh bank.

Angka5b

Pasal 8

Ayat (1)

Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam

pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang

sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah

dalam arti leyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai

dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama

terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari Nasabah debitur.

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain

telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat

berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya

didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis

dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung

dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Di samping itu, bank dalan memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah harus pula

memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan

atau risiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjagakelestarian lingkungan.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antaralain:

a.  Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;

b. Pank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitur yang antara lain diperoleh
dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah
debitur,;
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c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan
Prinsip Syariah;

d. kewgjiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;

e. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang
berbeda kepada Nasabah debitur dan atau pihak-pihak terdfiliasi;

f.  Penyelesaian sengketa.

Angka6

Pasal 11

Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau

kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa kredit

atau pembiayaan dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, risiko yang dihadapi bank

dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan

dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau

pemberian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa

sehinggatidak terpusat pada Nasabah debitur atau kelompok Nasabah debitur tertentu.

Ayat (1)

Kelompok (grup) merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal

kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d

Y ang dimaksud dengan keluarga dalam ketentuan ini adalah hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik

menurut garis keturunan lurus maupun ke samping termasuk mertua, menantu dan ipar.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (4A)

Larangan ini dimaksudkan agar dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank

menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat. Bank dinyatakan melakukan pelanggaran atas ayat ini pada saat

pemberiannya, saldo kredit atau pembiayaan tersebut melampaui batas maksimum yang telah ditetapkan oleh Bank

Indonesia.

Angka7

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam rangka penjabaran atas ketentuan mengenai asas, fungsi, dan tujuan perbankan pelaksanaanya senantiasa

disesuaikan dengan tuntutan perkembangan pembangunan nasional, sepanjang tidak bertentangan dengan program

moneter Bank Indonesia.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antaralain:

a.  Kewgjiban Bank Umum untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada koperasi,
usahakecil dan menengah dengan prosedur dan persyaratan yang mudah dan lunak;

b. Program peningkatan taraf hidup rakyat banyak yang berupa penyediaan kredit dengan bunga rendah atau
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan tingkat bagi hasil yang rendah;

c. Subsidi bunyaatau bagi hasil yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Angka8

Pasal 12

Ayat (1)

Pembelian agunan oleh bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu bank agar dapat mempercepat

penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya. Dalam hal bank sebagai pembeli agunan Nasabah debiturnya, status

bank adalah sama dengan pembeli bukan bank lainnya.

Bank dimungkinan membeli agunan di luar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyel esaian kewajiban

Nasabah debiturnya.

Bank tidak diperbolehkan memiliki agunan yang dibelinya dan secepat-cepatnya harus dijual kembali agar hasil

penjual an agunan dapat segera dimanfaatkan oleh bank.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antaralain:

a.  Agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah agunan yang kreditnya telah dikategorikan macet selama jangka
waktu tertentu;

b. Agunan yang telah dibeli wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

c. Daam jangka waktu satu tahun, bank dapat menangguhkan kewajiban-kewajiban berkaitan dengan pengalihan
hak atas agunan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Angka9

Pasal 13

Huruf ¢

Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah tidak diperkenankan

mel aksanakan kegiatan secara konvensional. Demikian juga Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha

secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antaralain:

a.  Kegiatan usahadan produk-produk bank berdasarkan Prinsip Syariah;

b. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah.

Angka 10

Pasal 16

Ayat (1)

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi,

mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun

dana tersebut. Sehubungan dengan itu dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum

atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana

pensiun, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-|lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha

perbankan berdasarkan ketentuan dalam ayat ini. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh

lembaga-lembaga tersebut, diatur dengan undang-undang tersendiri.

Ayat (2)

Daam hal memberikan izin usaha sebagai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia selain

memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, juga wajib memperhatikan tingkat

persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan

pembangunan ekonomi nasional.

Huruf a

Pada Bank Umum dimungkinkan kepengurusan pihak asing sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Persyaratan kepemilikan dimaksud termasuk jumlah serta komposisi kepemilikan pihak asing yang diizinkan pada

Bank Umum.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank |ndonesia memuat antaralain:

a.  Persyaratan untuk menjadi pengurus bank antara lain menyangkut keahlian di bidang Perbankan dan konduite

yang baik;

Larangan adanya hubungan keluarga di antara pengurus bank;

Modal disetorminimum untuk pendirian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat;

Batas maksimum kepemilikan dan kepengurusan;

Kelayakan rencanakerja;

f. Bataswaktu pemberianizin pendirian bank.

Angkall

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Y ang dimaksud dengan kantor di bawah kantor cabang antara lain mencakup kantor cabang pembantu dan kantor

kas. Dalam rangka memenuhi penyediaan layanan jasa perbankan, dimungkinkan pula pembukaan jenis kantor lain di

bawah kantor cabang, misalnyatempat pembayaran (payment point), kas mobil, dan anjungan tunai mandiri (ATM).

Rencana pembukaan kantor cabang wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Ayat (4)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antaralain:

a. persyaratan tingkat kesehatan bank;

Paoo o
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tingkat persaingan yang sehat antarbank;

tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu;

pemerataan pembangunan ekonomi nasional;

batas waktu pemberian izin pembukaan kantor selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen
permohonan diterima secara lengkap;

f.  batas waktu dan alasan penolakan;

g. bataswaktu pelaporan pembukaan kantor di bawah kantor cabang.

Angka 13

Pasal 19

Ayat (1)

Dalam memberikan izin pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia selain memperhatikan
pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat iini, juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang
sehat antarbank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan
ekonomi nasional.

Pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat tidak memerlukan izin. Rencana pembukaan
kantor dimaksud wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank |ndonesia memuat antaralain:

a persyaratan tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat;

tingkat persaingan yang sehat antar Bank Perkreditan Rakyat;

tingkat kejenuhan jumlah Kantor Bank Perkreditan Rakyat dalam suatu wilayah tertentu;

pemerataan pembangunan ekonomi nasional;

batas waktu pemberian izin pembukaan kantor selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen
permohonan diterima secara lengkap;

f. batas waktu dan alasan penolakan;

Angka 14

Pasal 20

Ayat (1)

Y ang dimaksud dengan bank yang berkedudukan di luar negeri adalah bank yang didirikan berdasarkan hukum asing
dan berkantor pusat di luar negeri. Dengan demikian, bank yang bersangkutan tunduk pada hukum di tempat bank
tersebut didirikan.

Daam memberikan izin pembukaan jenis kantor-kantor dimaksud, Bank Indonesia selain memperhatikan tingkat
kesehatan bank juga memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antarbank, tingkat kejenuhan jumlah kantor bank
dalam suatu wilayah tertentu serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Angka 15

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Angka 16

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Y ang termasuk dalam pengertian badan hukum Indonesia antaralain adalah Negara Republik Indonesia, Badan Usaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan badan usaha milik swasta.

Huruf b

Dalam hal salah satu pihak yang akan mendirikan Bank Umum adalah badan hukum asing, yang bersangkutan terlebih
dahulu harus memperoleh rekomedasi dari otoritas moneter negara asal. Rekomendasi dimaksud sekurang-kurangnya
memuat keterangan bahwa badan hukum asing yang bersangkutan mempunyai reputasi yang baik dan tidak pernah
mel akukan perbuatan terceladi bidang Perbankan.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank |ndonesia memuat antaralain:

a.  kepemilikan saham;

b. persyaratan dokumen yang harus dipenuhi;

c. kondisi keuangan calon pendiri bank.

Angka 17

Pasal 26

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan, penyebaran kepemilikan, dan
meningkatkan kinerjabank tersebut.

Emisi saham dapat dilakukan melalui bursa efek di Indonesia dan atau di luar negeri.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk membuka kesempatan yang lebih luas kepada berbagai pihak, baik
Indonesia maupun asing untuk turut sertamemiliki Bank Umum.

Ayat (3)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antaralain:

a.  Persyaratan kepemilikan saham termasuk kondisi keuangan calon pemilik bank;

Paoo o
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b. Persyaratan dokumen yang harus dipenuhi.

Angka 18

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Rencana pengalihan kepemilikan bank yang dilakukan secaralangsung harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank
Indonesia. Pelaporan ini dimaksudkan untuk memastikan agar peralihan kepemilikan dilakukan kepada pihak-pihak
yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik bank.

Peralihan kepemilikan saham bank yang dilakukan melalui bursa efek dilaporkan kepada Bank Indonesia apabila
kepemilikan suatu pihak melalui bursa efek tersebut telah mencapai jumlah tertentu yang dapat mempengaruhi

jalannya pengel olaan bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Angka 19

Pasal 28

Ayat (1)

Dalam melakukan merger, konsoldasi, dan akuisisi, wajib dihindarkan timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada
suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Demikian pula merger, konsolidasi, dan akuisisi
yang dilakukan, tidak boleh merugikan kepentingan para nasabah.

Angka 20

Pasal 29

Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

Y ang dimaksud dengan pembinaan dalam ayat (1) ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan
peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, pengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain
yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.

Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ayat (1) ini meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam

bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam

bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia diberi wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun
represif.

Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya
proses pengambilan keputusan dalam pengel olaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan,
setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya.

Ayat (4)

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk
memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin
adanyatransparansi dalam dunia Perbankan.

Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset.

Apabila informasi tersebut telah disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut
perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah, atau pembelian/penjualan
surat berharga untuk kepetingan dan atas perintah nasabahnya.

Ayat (5)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank |ndonesia memuat antaralain:

a. ruang lingkup pembinaan dan pengawasan;

b. kriteriapenilaian tingkat kesehatan;

c. prinsip kehati-hatian dalam pengel olaan;

d. pedoman pemberian informasi kepada nasabah.

Angka?2l

Pasal 31

Pada dasarnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya
satu tahun sekali untuk setiap bank. Di samping itu, pemeriksaan dapat dilakukan setiap waktu jika dipandang perlu
untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabilaterdapat indikasi adanya penyimpangan dari praktek
Perbankan yang sehat.

Terhadap keuangan negara yang dikelola oleh suatu bank, Badan Pemeriksa K euangan dapat melakukan pemeriksaan
pada bank yang bersangkutan.

Angka 22

Pasal 31A

Pemeriksaan terhadap bank yang dilakukan oleh Akuntan Publik adalah pemeriksaan setempat yang merupakan
bentuk pendel egasian wewenang Bank Indonesia selaku otoritas pembina dan pengawas bank.

Angka 23

Cukup jelas

Angka24

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas
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Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antaralain:

a.  jenisprodedur, dan ruang lingkup pemeriksaan;

b. jangkawaktu dan pelaporan hasil pemeriksaan;

c. tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Angka 25

Pasal 37

Ayat (1)

Keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila

berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain ditandai dengan

menurunnya permodalan, kualitas aset likuiditas dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan

berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas Perbankan yang sehat.

Dalam ayat ini ditetapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan terhadap bank yang mengalami kesulitan dan

membahayakan kelangsungan usahanya, agar tidak terjadi pencabutan izin usahanya dan atau tindakan likuidasi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Langkah-langkah dimaksud dilakukan dalam rangka mempertahankan/menyelamatkan bank sebagai lembaga

kepercayaan masyarakat.

Y ang dimaksud dengan pihak lain dalam ayat ini adalah pihak-pihak di luar bank yang bersangkutan, baik bank lain,

badan usaha lain maupun individu yang memenuhi persyaratan.

Ayat (2)

Kriteria membahayakan sistem perbankan yaitu apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan

usaha, suatu bank tidak mampu memenuhi kewgjiban-kewajibannya kepada bank lain, sehingga pada gilirannya akan

menimbulkan dampak berantai kepada bank-bank lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 26

Pasal 37A

Ayat (1) dan Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kesulitan Perbankan yang membahayakan perekonomian nasional adalah suatu kondisi

sistem perbankan yang menurut penilaian Bank Indonesia terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan

yang berdampak kepada hajat hidup orang banyak.

Hal ini memerlukan peran langsung dari Pemerintah untuk menanggulanginya melalui kebijakan dan tindakan yang

berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Mengingat hal tersebut diatas, dalam hal pembentukan badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

Pemerintah memerlukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Konsultasi tersebut

dilakukan dengan Komisi yang membidangi keuangan dan perbankan untuk mendapatkan persetujuan.

Badan khusus dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Badan khusus dimaksud dalam ketentuan ini bersifat sementara sampai dengan selesainya tugas yang diberikan

kepada badan ini yaitu:

a. penyehatan bank yang diserahkan oleh Bank Indonesia;

b. penyelesaian aset bank baik aset fisik maupun kewajiban debitur melalui Unit Pengelola Aset (Asset
Management Unit);

c. Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank.

Ayat (3)

Huruf a

Dengan dilakukannya pengambilalihan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang

Rapat Umum Pemegang Saham, badan khusus dapat melakukan pengelolaan dan pengurusan bank dalam program

penyehatan, selanjutnya segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum

Pemegang Saham bank dalam program penyehatan menjadi beralih kepada badan khusus.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Dengan ketentuan ini badan khusus dapat menguasai, mengel ola dan melakukan tindakan kepemilikan seperti halnya

sebagai pemilik.

Huruf d

Ddam hal peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan atau perubahan kontrak oleh badan khusus tersebut

menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, pihak tersebut hanya dapat menuntut penggantian yang tidak melebihi nilai

manfaat yang telah diperoleh dari kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan secara nyata dan jelas

kerugian yang dialaminya.

Huruf e

Penjualan atau pengalihan kekayaan oleh badan khusus diikuti dengan beralihnya hak kebendaan kepada pembeli.

Dengan demikian pembeli memperoleh kepastian hukum beralihnya hak atas kekayaan tersebut.

Penjualan atau pengalihan dapat dilakukan secara langsung atau melalui penawaran secara langsung atau melalui

penawaran umum untuk memperoleh hargaterbaik.

Huruf f
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Pihak lain menurut ayat ini adalah peserorangan, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, dan atau badan

hukum lainnya.

Huruf g

Pihak lain menurut ayat ini adalah perseorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta dan/atau badan

hukum lainnya.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Menurut ketentuan ini atas piutang bank terhadap pihak ketiga yang diambilalih badan khusus, badan khusus dapat

melakukan tindakan penagihan piutang dengan penerbitan Surat Paksa, dengan berdasarkan pada catatan utang

debitur yang bersangkutan pada bank dalam program penyehatan.

Surat Paksa ini berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap. Dalam hal tindakan penagihan piutang tidak diindahkan oleh pihak berutang, badan khusus

dapat melakukan penyitaan atas hak kekayaan milik pihak yang berutang tersebut, dan selanjutnya dapat melakukan

pelelangan atas harta pihak yang berutang dalam rangka pengembalian piutang dimaksud. Harta yang tidak dapat

disita meliputi perlengkapan rumah tangga, buku-buku, dan peralatan kerja untuk kelangsungan hidup dari yang

berutang. Walaupun badan khusus ini diberikan kewenangan untuk melakukan penagihan paksa, tata cara

pel aksanaannya tetap memperhatikan aspek kepastian hukum dan keadilan.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Untuk memperoleh keterangan dimaksud, badan khusus dapat meminta bantuan alat negara penegak hukum yang

berwenang.

Y ang dimaksud pihak manapun adalah Pihak Terafiliasi dan pihak-pihak lain yang terlibat atau patut diduga terlibat,

termasuk badan hukum yang dimiliki oleh bank atau Pihak Ter&filiasi.

Huruf |

Kerugian yang dimaksud dapat disebabkan oleh transaksi tidak wajar yang melibatkan bank dalam programiini.

Transaksi tidak wajar antaralain:

a. transaksi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu secaratidak sah;

b. transaksi yang tidak berisikan syarat-syarat yang merupakan hasil negosiasi antara pihak-pihak yang tidak
berafiliasi; atau

c. transaksi yang mengakibatkan bank tersebut menerima nilai yang tidak sepadan dengan nilai yang dilepaskan
atau diserahkan oleh bank itu.

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Tindakan lain yang dimaksud antara lain membentuk suatu divisi dalam badan khusus atau membentuk dan atau

mel akukan penyertaan modal dalam suatu badan hukum.

Ayat (4)

Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak manapun tidak mencegah atau menunda pel aksanaan tindakan hukum yang

dilakukan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini. Dalam hal atas upaya hukum tersebut

dikeluarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) memenanagkan pihak

manapun tersebut, badan khusus wajib mematuhi putusan pengadilan tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antaralain:

pendirian badan khusus;a

anggaran dan pengeluaran badan khusus;

tata cara penagihan piutang bank dalam program penyehatan;

tata cara penyertaan modal untuk sementara;

pembubaran;

. tatacarapenyehatan bank.

Pasal 37B

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus

meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank.
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Dalam menyelenggarakan penjaminan simpanan dana masyarakat pada bank, Lembaga Penjamin Simpanan dapat
menggunakan:

a  skimdanabersama;

b. skim asuransi; atau

c. skimlainnyayang disetujui oleh Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antaralain:
a.  pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan;

b. struktur organisasi;

c. pilihan skim penjaminan;

d. kewagjiban bank untuk menjadi anggota.

Angka 27

Pasal 40

Apabila nasabah bank adalah Nasabah Penyimpanan yang sekaligus juga sebagai Nasabah debitur, bank wajib tetap
merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpanan.
Keterangan mengenai nasabah selain sebagai Nasabah Penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wagjib
dirahasiakan bank.

Bagi bank yang melakukan kegiatan sebagai lembaga penunjang pasar modal, misalnya bank selaku kustodian dan
atau Wali Amanat, tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 28

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Angka29

Pasal 41A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 30

Pasal 42

Ayat (1)

Kata dapat dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa izin oleh Pimpinan Bank Indonesia akan diberikan
sepanjang permintaan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (3).
Ayat (2)

Pemberian izin oleh Bank Indonesia harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen
permintaan diterima secaralengkap.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka3l

Pasal 42A

Cukup jelas

Angka 32

Pasal 44A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat 34

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Y ang dimaksud dengan pegawai bank adal ah semua pejabat dan karyawan bank.

Angka 35

Pasal 47A

Cukup jelas
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Angka 36

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk

mel aksanakan tugas operasional bank, dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan
bank.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 37

Pasal 49

Ayat (1)

Y ang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank.

Ayat (2)

Huruf a

Y ang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat bank dan karyawan bank.

Huruf b

Y ang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang
hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

Angka 38

Pasal 50

Cukup jelas

Angka 39

Pasal 50A

Cukup jelas

Angka40

Pasal 51

Ayat (1)

Perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dalam ayat ini digolongkan sebagai tindak
pidana kejahatan, berarti bahwa terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman yang
lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedar sebagai pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah
lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat

mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank

maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan.

Dengan digolongkan sebagai tindak kejahatan, diharapkan akan dapat |ebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap
ketentuan dalam Undang-undang ini.

Mengenai tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank

Perkreditan Rakyat pada dasarnya berlaku ketentuan-ketentuan tentang sanksi pidana dalam Bab VIII, mengingat
sifat ancaman pidana dimaksud berlaku umum.

Angka4l

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antaralain:

a. jenis-jenis sanksi administratif;

b. tatacarapelaksanaan sanksi administratif;

c. tindak lanjut pelaksanaan sanksi administratif;

d. pengawasan pelaksanaan sanksi administratif.

Angka42

Pasal 55

Cukup jelas

Angka43

Pasal 59A

Badan khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini bersifat sementara, dengan tugas khusus melakukan langkah-
langkah yang diperlukan untuk menyehatkan Perbankan nasional.

Badan yang telah ada saat ini dalam rangka melakukan upaya penyehatan perbankan, tetap dapat melakukan tugas
penyehatan perbankan berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal Il

Cukup jelas
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